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ABSTRAK

Nama : Rafika Arifina Dalimunthe
Program Studi . Kenotariatan
Judul : Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Risalah RUPS

Luar Biasa PT. Golden Bird Metro (Analisis Penetapan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
166/PDT.G/2008/PN.JKT.PST)

Tesis ini membahas mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk
selanjutnya disebut RUPS LB) yang dilakukan dan dihadiri oleh seluruh
pemegang saham PT. Golden Bird Metro pada tanggal 18 Maret 2008. RUPS LB
ini adalah yang kedua kalinya diadakan karena pada saat RUPS pertama tidak
memenuhi kuorum. Panggilan Rapat kedua dilakukan oleh Direks pada tangga
10 Maret 2008. Kemudian RUPS LB ini menimbulkan permasalahan hukum dan
menjadi objek sengketa di Pengadilan. Akta Risdah RUPS LB diminta
pembatalan di pengadilan, dan Notaris yang membuat akta tersebut juga digugat
oleh pihak yang merasa dirugikan. Dalam kasus ini Penggugat yang merupakan
Direktur Utama dan sekaligus pemegang saham 33,3 % saham dari PT. Golden
Bird Metro menggugat Notaris PM, notaris di Jakarta Pusat yang membuat akta
risdlah RUPS LB PT. Golden Bird Metro nomor 24 tanggal 18 Maret 2008.
Penggugat menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan RUPS tidak pernah ada
pembahasan terhadap agenda RUPS dikarenakan pada rapat terjadi perdebatan
mengenai siapa yang berwenang memimpin RUPS dan menyatakan tergugat telah
menyalahgunakan wewenang sebagal notaris dengan menuangkan rekayasa
peristiwa hukum RUPS LB ke dalam berita acara RUPS. RUPS LB ini bukan
dipimpin oleh Pengugat karena dalam kedudukannya selaku Direksi masih terlibat
sengketa dengan perseroan di pengadilan. Menurut ketentuan yang berlaku pasal
99 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Direktur Utama
(Penggugat) menjadi tidak berwenang mewakili perseroan. Penyelenggaraan
RUPS LB ini sesua dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas
mengenai jangka waktu pemanggilan RUPS akan tetapi melanggar Anggaran
Dasar perseroan mengena pihak yang berwenang memimpin RUPS. Perbuatan
hukum memimpin Rapat Umum Pemegang Saham tidak termasuk tindakan
hukum pengurusan perseoran. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode
penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif.

Kata Kunci : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
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ABSTRACT

Name . Rafika Arifina Dalimunthe
Program Study . Notary
Title : The Role of Notay in Deed Preparation of

Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT.
Golden Bird Metro (Anaysis of Stipulation of Centra
Jakarta District Court Number
166/PDT.G/2008/PN.JKT.PST)

This thesis discusses Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter
referred to as RUPS LB) executed and attended by all shareholders of PT. Golden
Bird Metro on 18 March 2008. This RUPS LB is convened in the second time due
to the failure of quorum in the First RUPS. The Second Meeting Summon was
convened by Directors on 10" March 2008. Then this RUPS LB results in legal
dispute and becomes the object of dispute in the Court. Deed of Minutes of RUPS
LB is requested to be ineffective by the Court, and Notary who prepared the deed
Is aso claimed by a suffered party. In this case, the Plaintiff constituting President
Director and the holder of 33% shares from PT. Golden Bird Metro files claim to
the Notary of PM, notary public practicing in Central Jakarta executing the deed
of minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Golden Bird
Metro Number 24 dated 18 March 2008. The Plaintiff said that during the
performance of RUPS, there was no discussion concerning the agenda of RUPS,
because in the course of RUPS, there was debate regarding an authorized party
who would chair the RUPS and declared that the defendant has misused the
authority as notary by entering manipulation of legal circumstance of RUPS LB
into in minutes of RUPS. This RUPS LB was not chaired by the Plaintiff because
in their capacity as Directors, they remain in dispute in court. Pursuant to the
prevailing provisions under Article 99 of Law of Limited Liability Company
Number 40 Year 2007, President Director (The Plaintiff) shall reserve no
authority to represent the company. The performance of this RUPS LB is in
accordance with provision of Law of Limited Liability Company regarding period
of summon of RUPS, but they violated Articles of Association of the company
regarding a party authorized to chair the RUPS. Legal act in chairing the General
Meeting of shareholders shall exclude legal act, administration of law, personal
administration. This research is conducted on the basis of library research method
with the nature of normative jurisdiction.

Keyword : Extraordinary General Meeting of Shareholders
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan uwlsddua
kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikailaK berlebihan bila
dikatakan bahwa Perseroan Terbatas sebagai salahsaena untuk
melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatis&ayaan yang tidak
dapat ditawar-tawarTidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar badan
usaha yang berdiri dan menjalankan usaha di Ind®nbsrbentuk
Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT) dkenal dalam sistem
hukum dagang Indonesia. Hal tersebut tidaklah meragtkan karena
terdapat beberapa kelebihan dari bentuk usaha R Hidak dimiliki
bentuk usaha lainnya, antara lain tanggung jawabatas dari para
pemegang saham, pembagian struktur kepengurusgredgawasan yang
jelas, citra yang lebih profesional apabila berbknPT, kemudahan
mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbamnkenkeuangdn

Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 ayat (1) Undzaeg
Perseroan Terbatas di definisikan sebagai “bad&orhiyang merupakan
persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjiaglakukan kegiatan
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbéain dsaham dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undadgrg ini serta
peraturan pelaksanaannya”

Dari definisi perseroan terbatas yang disebutkagh aindang-
undang tersebut maka dengan jelas terlihat bahwseqman terbatas

! Binoto NadapdaptHukum Perseroan Terbatas, (Jakarta : Jala Permata Aksara, 2009)
him. 1.

2 Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab dan Pendiri Perseroan
Terbatas, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), him. 19.

% IndonesiaUndang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No.106
Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 1 ayat (1).
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adalah suatu persekutuan modal, dan merupakan $aatan hukum.
Akan tetapi suatu perseroan terbatas ketika sahtikdin tidak secara
otomatis memperoleh status sebagai badan hukum.arngrghdang
mengatur ada beberapa tahapan dan formalitas yamg dilakukan oleh
pendiri dan atau direksi perseroan sehingga namtiperseroan
memperoleh status badan hukum dari Menteri Hukum ldak Asasi
Manusia.

Menurut Maijers badan hukum adalah sesuatu yangjaaien
pendukung hak dan kewajibarSedangkan menurut R. Subekti badan
hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang ofegailiki hak-hak
dan melakukan perbuatan seperti seorang manusiéa seemiliki
kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugasirdhakin?.

PT harus mempunyai ciri-ciri, antara lain harus mpanyai
kekayaan sendiri, ada pemegang saham sebagai yahgkmenyetorkan
modal yang tanggung jawabnya tidak melebihi dalai nsaham yang
diambilnya (modal yang disetor) dan harus ada persgyang terorganisir
guna mewakili perseroan dalam menjalankan aktmtaslalam lalu lintas
hukum, baik di luar maupun di dalam pengadilan tidak bertanggung
jawab secara pribadi terhadap perikatan-perikatangydibuat oleh
perseroan terbatas. Ini berarti PT sebagai subyékirh yang berbentuk
badan hukum, yang dapat melakukan tindakan hukubagsémana
orang/individu sebagai subjek hukum perorangan.gYdmaksud dengan
badan hukum adalah suatu badantity) yang keberadaannya terjadi
karena hukum atau undang-undang.

Sebagai sebuah badan hukum, PT mempunyai organ-gajay
memiliki fungsi masing-masing. Dalam pasal 1 ayjt Undang-undang
Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbataasn{stlya disebut
UUPT) menyebutkan organ perseroan adalah Rapat Umfemegang

Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Ketiga organsgroan inilah

* Maijers, dalam Chidir AliBadan Hukum, (Bandung: Alumni, 2005), him. 18.

® Ibid., him. 109.
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yang menjadikan PT dapat melakukan tindakan dabupén hukum

dengan pihak lain.

Di dalam pasal 1 ayat (4) UUPT disebutkan bahwaaR&mum
Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) adalglari‘qerseroan
yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kedadeksi atau
Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalaeiabg-Undang ini
dan/atau anggaran Dasar”. Ketentuan dalam pasaieémberi penegasan
bahwa tidak ada tumpang tindih kewenangan diantargan PT.
Walaupun tidak ada ketentuan yang tegas dalam gnrgiagdiang mengenai
batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dhla&ukan oleh
RUPS dalam suatu perseroan, menurut Munir Fuady lzelzerapa
pedoman dalam melihat wewenang RUPS tersebut :

a. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertgatamengan
hukum yang berlaku.

b. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertgatardengan
ketentuan dalam anggaran dasarnya. Namun dem#iggaran dasar
dapat diubah oleh RUPS asal memenuhi syarat utuuk i

c. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertgatardengan
kepentingan yang dilindungi oleh hukum vyaitu kepegdan
stakeholder, seperti pemegang saham minoritasawary, kreditor,
masyarakat sekitar dan sebagainya.

d. RUPS tidak boleh - mengambil keputusan yang merupk&amenangan
dari direksi dan dewan komisaris, sejauh kedua rormgerusahaan
tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya. Hhialsebagai
konsekuensi logis dari prinsip kewenangan residaalRUPS.

Dengan demikian dapat dikatakan RUPS memiliki kewgan
yang sangat luas dalam menentukan arah perser@mal P9 UUPT
direksi memiliki kewajiban menyelenggarakan RUP®&gyalidahulukan
dengan pemanggilan, maka demikian penyelenggarddRSRadalah

wewenang direksi. Dalam hal tertentu (direksi blengan atau ada

® Munir Fuady, dalam Ridwan KhirandyPerseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan
Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), him. 181
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pertentangan kepentingan antara direksi dan pensersesuai dengan

ketentuan anggaran dasar, maka pemanggilan RURS disgkukan oleh

dewan komisaris.

Penyelenggaraan RUPS menurut pasal 79 ayat 2 UUpatd
dilakukan atas permintaah:

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang rbarsama
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih damlph seluruh saham
dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menensulkedn jumlah
yang lebih kecil; atau

b. Dewan komisaris.

Penyelenggaraan RUPS atas permintaan dewan kosnmsarniurut
pasal 79 ayat 3 UUPT diajukan kepada direksi denganat tercatat
disertai alasannya.

Sebelum RUPS diselenggarakan direksi terlebih damalakukan
pemanggilan terhadap seluruh pemegang saham, pgitaandersebut
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 harhitung sejak
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterigia diteksi. Apabila
direksi tidak melakukan pemanggilan tersebut, madenurut pasal 79
ayat 6 UUPT permintaan penyelenggaraan RUPS tdrdefyukan kepada
dewan komisaris perseroan kemudian dewan komigaiseroan yang
akan melakukan pemanggilan RUPS sendiri. RUPS gaupakan karena
panggilan baik panggilan oleh direksi maupun dewamisaris hanya
dapat membicarakan dan membahas alasan-alasarkahaga RUPS.
Alasan-alasan tersebut biasanya disebut dengandagebPS. RUPS
hanya boleh membahas dan memutuskan sesuatu yahgltagendakan
sebelumnya.

Pasal 78 UUPT membagi RUPS ke dalam 2 (dua) jesiengan
yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahursgib wiadakan
dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulamlakttahun buku

berakhir. RUPS lainnya sering juga disebut RapatutdmPemegang

" IndonesiaUndang-Undang Perseroan Terbatas, Op.Cit., Pasal 79 ayat (2).
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Saham (RUPSLB) yang dapat diadakan setiap waktudabarkan
kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

Sebagai sebuah mekanisme pengambilan keputusanm dala
perseroan, maka setiap penyelenggaran RUPS metksyaradanya
pencatatan dan pendokumentasian tentang setig@mgldibicarakan dan
diputuskan dalam RUPS. Hal-hal ini diperlukan selbagat bukti jika
nantinya terdapat sengketa. Pasal 77 UUPT menyabutisetiap
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada (4ydtarus
dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditagmugani oleh semua
peserta RUPS”. Hal ini dipertegas lagi dalam p@8ayat (1) UUPT yang
berbunyi “setiap penyelenggaran RUPS, risalah Ru@jb dibuat dan
ditandatangani oleh ketua rapat dan paling setlitsatu) orang pemegang
saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPStemtean Pasal 90
ayat (1) UUPT ini tidak berlaku apabila risalah RBJ&nyatakan dengan
akta notaris.

Menurut Kamus Hukum Sudarsono, Risalah adalah &asyang
dikirimkan seperti surat; selebaran (surat edadtargngan singkat tentang
suatu masalah dalam ilmu pengetahuanBedangkan risalah rapat
diartikan sebagai "catatan yang berkenaan dengasalata yang telah
dibicarakan dan diputuskan dalam suatu rapat ateyamvarah/sidang)”.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa ris&blrS
adalah catatan tentang segala sesuatu yang diacadan diputuskan
oleh peserta rapat dalam RUPS”.

Dalam pasal 90 ayat (2) UUPT disebutkan “tanda dang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaraskebila risalah
RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris”. Daralp@8 ayat (2) UUPT
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa risalah Rd&Sat dibuat 2
bentuk yaitu dibuat dibawah tangan dan dibuat derdda Notariil. Pasal
19 dan pasal 21 UUPT mengatur dengan jelas jenBRyang risalahnya
harus dibuat dengan akta notariil dan risalah RYy&%®) dapat dibuat di
bawah tangan. Setiap RUPS yang mengakibatkan genbanggaran

8 Sudarsonokamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), him. 410.
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dasar perseroan harus dibuat dengan akta notasal P9 ayat (1) UUPT
menyebutkan “perubahan anggaran dasar ditetagkbnrRUPS”. Dalam
pasal 21 ayat (4) lebih lanjut mengatur bahwa lpenan anggaran dasar
baik yang membutuhkan persetujuan Menteri maupung yaukup
diberitahukan kepada Menteri harus dinyatakan dalta notaris.

Risalah RUPS yang agendanya mengubah anggaran kigsar
dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan, akapitpsal 21 ayat (5)
UUPT mengatur risalah tersebut harus dinyatakanblaéindalam bentuk
akta notaris paling lambat 30 (tigapuluh) hari itenrng sejak tanggal
keputusan RUPS.

Dari hal tersebut diatas maka dapat dikatakan isotaempunyai
peranan yang penting dalam penyelenggaraan RURP&)&kaetiap hasil
RUPS yang berkaitan dengan perubahan anggaran dResgeroan,
perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, ksisppemegang
saham yang perlu disampaikan kepada Menteri Hukam Hak Asasi
Manusia harus dinyatakan dalam akta notaris. Kemggra notaris
membuat risalah RUPS tersebut merupakan amanangnohang baik
undang-undang Perseroan Terbatas maupun Undanggindabatan
Notaris.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2@#ang
Jabatan Notaris mendefinisikan Notaris sebagsabat umum yang
berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”®. Namun Undang-
Undang Jabatan Notaris tidak mengatur tentang peaggejabat umum.
Namun hal tersebut tidak mengurangi makna bahwaridomemiliki
kekuasaan dari dan dengan demikian berwenang raekgl sebagian
dari kekuasaan negara untuk membuat alat buktuli®rberupa akta

otentik dalam bidang hukum perdata. Pengertian bpejaumum

° Indonesia Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 tahun 2004, LN No. 117
Tahun 2004, TLN No. 4432, Pasal 1 ayat (1).
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sebagaimana dimaksud dalam undang-undang terseduilim makna
sebagai pejabat negara.

Sebagai pejabat umum, Undang-undang mengatur kewana

notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15(&yaian (2) Undang-
Undang Jabatan Notaris. Pasal 15 ayat (1) mengatatava:
"Notaris berwenang membuat akta otentik mengenaiuse perbuatan,
perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan olehtyrara perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang benkiegan untuk
dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastamggal pembuatan
akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan, seyaudu sepanjang
pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan dikacualikan kepada
pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan otefang-undang*®

Dari pasal 15 ayat (1) ini maka jelaslah kewenangztaris dalam
membuat akta otentik sangat luas, karena menyarsgkatia perbuatan
hukum yang dikehendaki oleh para para pihak, $apgruntuk hal-hal
tersebut, undang-undang sudah menetapkan untukatdibleh atau
dihadapan pejabat lain (yang bukan notaris).

Dari hal tersebut diatas maka kewenangan Notalésydeembuat
akta otentik sangat luas. Namun secara garis besaenangan notaris
sebagaimana disebut dalam pasal 15 ayat (1) Undadaag Jabatan
Notaris tersebut dapat dikelompokkan menj&di :

a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyandkat a

yang dibuat itu.

b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai Oramgror

untuk kepentingan siapakabh itu dibuat.

c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tedipetna

akta itu dibuat.

d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu

pembuatan akta itu.

91pid., Pasal 15 ayat (1).

' G.H.S Lumban TobingPeraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama,
1983), him. 49.
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Secara teoritis akta risalah RUPS yang dibuat oheftaris
termasuk dalam jenis relaas akta atau akta pej@abtelijke akte).
Menurut G.H.S Lumban Tobing, relaas akta atau p&jabat adalah “akta
yang menguraikan secara otentik sesuatu tindakag gdakukan atau
suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan olehbpatakta itu, yakni
notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatanny@agai notaris. Akta
yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraianag@riyang dilihat dan
disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta ydihgat “ oleh “(door)
notaris (sebagai pejabat umumj.Sifat dari relaas akta berbeda dengan
akta partij atau akta para pih@Rartij Akten). Akta partij (partij akten)
adalah “suatu akta yang merupakan suatu cerita ajai yang terjadi
karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lainhaiapan notaris,
artinya yang diperankan atau diceritakan oleh pileétk kepada notaris
dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluamarpéak lain itu
sengaja datang di hadapan notaris dan memberikinakgan itu atau
melakukan perbuatan itu di hadapan notaris agaerdkegan atau
perbuatan itu dikonstatir oleh notaris di dalamtswéta otentik.*?

Dalam pembuatan akta Risalah RUPS sama sepertiyaganbakta
lainnya notaris harus memperhatikan ketentuan-keden sebagaimana
diatur dalam undang-undang jabatan notaris. Adaragla hal yang harus
diperhatikan notaris dalam pembuatan akta, separig diatur dalam
pasal 16 ayat 1 a UUJN.

Pasal 16
(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkdaaji

a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihddsn menjaga

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan imjku

Dalam konteks pembuatan akta risalah RUPS, kewajitzdaris
sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat 1 a UU3Nher diatas menjadi

sangat relevan. Notaris harus seksama memerik&alapanyelenggaraan

2 bid., him 51.

13bid., hal 52.
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RUPS sudah sesuai dengan ketentuan yang diatumddldPT dan
anggaran dasar perseroan. Notaris sebagai pejaiatm usebelum
membuat risalah RUPS harus memastikan bahwa seeteiatkan tentang
RUPS sudah dipenuhi, sehingga RUPS yang diadakaat dgaengambil
keputusan yang sah.

Pada kasus RUPS yang akan diteliti oleh penulidabdRUPS
Luar Biasa a quo PT. Golden Bird Metro yaitu rapaium pemegang
saham luar biasa kedua setelah rapat umum pemegduagn luar biasa
pertama tidak memenuhi kuorum. Rapat Umum Peme&amgm Luar
Biasa kedua tersebut dikemudian hari ternyata meulikan permasalahan
hukum karena menjadi obyek sengketa di Pengadiitia Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa diminta pembatalperdjadilan,
dan Notaris yang membuat akta tersebut juga digotgt pihak yang
merasa dirugikan. Dalam kasus ini Penggugat yangipakan Direktur
Utama dan juga sekaligus pemegang 33,3% sahanPdaiGolden Bird
Metro menggugat Notaris PM, Notaris di Jakarta Pysag membuat
akta risalah RUPS PT. Golden Bird Metro di bawata alomor 24 tanggal
18 Maret 2008. Adapun dalil-dalil Penggugat yaitu :

I. Menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan RUPS PderGol
Bird Metro tanggal 18 Maret 2008 tersebut tidaknaér ada
pembahasan terhadap agenda RUPS dikarenakan paata ra
tersebut yang terjadi hanyalah perdebatan mengeaa yang
berwenang memimpin RUPS tersebut.

ii. Menyatakan bahwa Tergugat telah ~menyalahgunakan
wewenangnya sebagai Notaris berupa tindakan relayas
peristiva hukum selama berlangsungnya RUPSLB yang
kemudian dituangkan dalam berita acara RUPS. Dengan
sengaja tidak memasukkan perbedaan pendapat antara
penggugat dengan pemegang saham yang lain selaps& Ra

berlangsung.
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Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pengguganudian memohon
kepada Pengadilan Jakarta Pusat yang memeriksanelagadili perkara tersebut
agar :

1. Menyatakan batal akta nomor 24 tanggal 18 MareB83@hg dibuat oleh

Tergugat tentang berita acara RUPS LB PT. Goldet BEetro.

2. Menyatakan hasil RUPS LB PT. Golden Bird Metro ¢brg diatas cacat
hukum.

3. Menyatakan menurut hukum berita acara RUPS LB letsdanya
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bsavegan.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Kasus ini menarik untuk dianalisa karena pelaksarRidPS LB a quo
tersebut bukan dipimpin oleh Direktur Utama PT. d&ol Bird Metro melainkan
Direksi yang lain, hal ini tidak sesuai dengan k&tan dalam Pasal 21 ayat (1)
anggaran dasar perseroan. Pada saat RUPS LB Ditédaona hadir dalam rapat,
notaris yang membuat akta risalah RUPS tersebuytebdapat bahwa Direktur
Utama tidak dapat memimpin rapat disebabkan yangabhgkutan sedang terlibat
sengketa dengan perseroan di pengadilan. RUPS ¢uBoanerupakan kegiatan
internal perseroan yang harus dilakukan berdasapamtah anggaran dasar
perseroan. Oleh karena itu, seharusnya Penggulg&usBirektur Utama dapat
memimpin RUPS LB dikarenakan dalam kegiatan inieRtiur Utama tidak
bertindak mewakili perseroan di pengadilan. Pedoudiukum memimpin Rapat

Umum Pemegang Saham tidak termasuk tindakan hulemgupusan perseoran.

Dari hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertpgkelitian dengan judul
“PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA RISALAH RUPS
LUAR BIASA PT. GOLDEN BIRD METRO” (ANALISIS PENETAPAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR
166/PDT.G/2008/PN.JKT.PST

1.2Pokok Permasalahan
Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada bagiam bmkakang

diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sdiegait :
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1. Apakah penyelenggaraan RUPS LB kedua PT. Golded Bietro
telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku medutai?

2. Bagaimanakah peran Notaris dalam pembuatan aktahifRUPS PT.
Golden Bird Metro?

1.3Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode peaslit
kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yakamg dilakukan dengan
cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnyakiterbatas oleh waktu
dan tempat, dan dilakukan dengan cara mengkajagerbiteratur baik
yang berupa buku-buku, hasil penelitian sebelummgapun peraturan
perundang-undangan baik cetak maupun online yanpiten dengan
permasalahan yang diteliti. Data yang digunakanardalmetode
penelitian ini adalah data sekunder, yaitu peratuperundangan-
undangan, buku dan kamus.

Tipologi penelitian yang akan digunakan dalam pé&asl ini
adalah penelitian diskriptif yakni penelitian yargertujuan untuk
menggambarkan secara tepat sifat suatu individaddan, gejala atau
kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuesisatu gejala.
Penelitian ini adalah mengenai Peranan Notarisndd&ambuatan Akta
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PlieG®&ird
Metro, dimana dalam uraiannya menggambarkan mengeoses, tata
cara dan hal-hal yang harus diperhatikan untuk @glenggaraan dan
pembuatan akta risalah RUPS Luar Biasa.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini addadata
sekunder yaitu data yang bersumber dari kepustakzata sekunder ini
kemudian dibagi ke dalam tiga golongan, yakni bahakum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Beari@iannya:

1) Bahan Hukum Primer, yakni merupakan bahan hukumg yan
bersifat landasan hukum, dalam penulisan ini yargurékan
adalah:
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a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas;

b. Kitab Undang-undang Hukum PerdaBan(gerlijke wetboek);

c. Kitab Undang-undang Hukum DagangWetboek van

koophande!).

d. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabataarislot
2) Bahan Hukum Sekunder, yakni memberikan penjelasamgenai

bahan hukum primer berikut hal-hal yang berkait@mgan isi

bahan hukum primer. Dalam penulisan ini yang diganaadalah
berbagai buku, artikel surat kabar, majalah, irgerryang
membahas mengenai peranan Notaris, perseroan aerbsdrta

Rapat Umum Pemegang Saham.

3) Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikaturpek
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer @déanb
hukum sekunder. Dalam penulisan ini yang digunakdalah
kamus hukum bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Alat pengumpulan data yang akan digunakan adalafdi st
kepustakaan atau dokumen, yakni analisis terhadatp dekunder.
Sehubungan dengan permasalahan yang akan ditelitk unenjawab
permasalahan penelitian, serta berbagai literatkumien lain di luar
buku teks yang berhubungan dengan objek penelitian.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kudlitgtng
merupakan tata cara penelitian yang menghasilkendsskriptif analitis
untuk menganalisa data sekunder yang digunakamdadaulisan tesis

ini untuk sampai pada suatu simpulan.

1.4 Sistematika Penulisan
Pada penelitian ini, sistematika penulisannya ddasebagai
berikut:
BAB 1 PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang permasalahan pamaris dalam
penyelenggaraan dan pembuatan akta risalah RUPSBiasa PT. Golden Bird
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Metro, pokok permasalahan yang akan dibahas dalaneligan ini, metode
penelitian yang akan digunakan dalam penulisan gerta sistematika
penulisannya.
BAB 2 PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA

Berisi mengenai teori hukum yang berkaitan dengataris dan
peranannya dalam pelaksanaan RUPS, dasar hukumtedanyang berkaitan
dengan profesi kenotariatan yang meliputi tugasyemang, dan tanggung jawab
notaris dalam pembuatan akta, bentuk, sifat, damggmongan akta notaris
berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004ngid@batan Notaris. Pada
sub bagian kedua membahas teori yang berkaitanadeRgrseroan Terbatas,
organ Perseroan Terbatas, fungsi dan wewenang oPRgaseroan Terbatas,
mekanisme pelaksanaan menurut Undang-undang Pamseferbatas, dan

peranan notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB 3 PENUTUP

Merupakan bab akhir dari penulisan ini, yang dietentang
kesimpulan dari penelitian yang akan dilakukanassaran-saran yang diperlukan
oleh penulis.
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BAB ||
PERANAN NOTARISDALAM PEMBUATAN AKTA

2.1. Tinjauan Aspek Hukum Perseroan Terbatas
2.1.1.Dasar Hukum Perseroan Terbatas Dalam Sistem Hukum Indonesia

Menurut beberapa penulis hukum Perseroan Terkatish mulai dikenal
pada zaman Yunani Kuno. Pada zaman itu sudah tErda@tu badan hukum
yang mirip dengan Perseroan Terbatas saat ini ydikgnal dengan nama
Etairia.! Kemudian pada zaman Romawi kuno terdapat jugaukésadan usaha
menyerupaiEtairia yang dikenal dengan nan@ollegiumatau dikenal dengan
istilah Corpus yang berasal dari kata dalam Bahasa IngGuasporation yang
diterjemahkan menjadi Perseroan Terbatakonsep Collegium ini terus
berkembang ke beberapa negara termasuk InggrisAtaerika Serikat dan
negara-negara koloninya.

Memasuki abad ke-19, terjadi banyak perubahanrdaldang hukum dan
bisnis, hal ini berpengaruh terhadap hukum Pergereidpatas. Pada awalnya di
Amerika Serikat pengendalian terhadap Perseroarbalas dilakukan oleh
parlemen melalui anggaran dasar. Namun dirasakiak &fektif lagi sehingga
mulailah dilakukan pengaturan terhadap perusaha&aumUndang-Undang.

Keberadaan bentuk usaha Perseroan Terbatas diesidotidak bisa
dipisahkan dari pengaruh penjajahan kolonial Beda@tang Belanda pada masa
penjajahan banyak menggunakan bentuk usaha Pers€eshatas yang dalam
bahasa Belanda dikenal na&amloze Vennotschap (NMgtilah Naamloze
Vennootschap (N\Wapat diartikan sebagai persekutuan tanpa namadufgan
makna dalamNaamloze Vennootschap (N$gbagai persekutuan tanpa nama
dikaitkan sekaligus membedakan sifat hukum Pergseiberbatas/NV dengan
bentuk usaha lainnya yaitu firma (Fa) dan Perselkuomanditer (CV).

! Dhaniswara K. HarjonoPembaruan Hukum Perseroan Terbatas Tinjauan Terpada
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perserbanbatas (Jakarta : PPHBI, 2008),
him. 3.

? |bid.

® Ibid., him. 6.
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Sebelum adanya Undang-Undang yang khusus mengamtang
Perseroan Terbatas di Indonesia, maka dasar hukogafuran tentang perseroan
terbatas yang terdapat dalam Kitab Undang-UndanguiuDagang (KUHD).
Pasal-pasal dalam KUHD yang mengatur aspek hukemtarig Perseroan
Terbatas dapat ditemukan mulai dari pasal 36 KUlD\mai dengan pasal 45
KUHD. Pasal 36 KUHD menyatakan bahwa “Perseroamdtas tak mempunyai
sesuatu firma, dan tak memakai nama salah satargp@tau lebih dari para
peseronya, namun diambilnyalah nama perseroanaitutujuan perusahaannya
semata-mata.”

Pasal 36 KUHD ini ingin menunjukkan karakteristikemdasar suatu
perseroan terbatas, sebagaimana dikatakan olehyRRi@disetya bahwa maksud
Pasal 36 KUHD ini adalah tiada lain untuk mempartajkedudukan mandiri
perseroan terbatas agar terlepas dari orang-peg@maga yang membedakan
perseroan terbatas dengan bentuk perusahaan lathkgalitinjau lebih jauh lagi,
pasal 36 KUHD secara eksplisit membedakan perseterbatas dengan firma,
yang merupakan badan usaha yang menggunakan nesaabepara perseronya.

Pasal-pasal dalam KUHD yang mengatur tentang meseerbatas telah
memberikan suatu ciri khas yang mendasar dari peEseterbatas. Pengaturan
tentang perseroan terbatas kemudian diatur dalaciatgaUndang Nomor 1
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang kemdjanti dengan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Berhya@ng mulai berlaku
sejak tanggal 16 (enambelas) Agustus tahun 2007.

Berbeda dengan KUHD yang tidak memberikan defestisntik tentang
Pengertian Perseroan Terbatas, maka Undang-Undensgr®an Terbatas yang
muncul kemudiahmemuat rumusan pengertian Perseroan Terbatad.lPasgka
(1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Rmaee Terbatas
mendefinisikan perseroan terbatas sebagai “baddwnhuyang merupakan

* R. Subekti dan R. Tjitrosudibiditab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-
undang Kepailitan(Jakarta : Pradnya Paramita, 2002), him. 11.

® Rudhy PrasetyakKedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Demddlasan
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19@andung : Citra Aditya Bakti, 1995), him. 42.

® Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Pensdredbatas yang kemudian
diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 200ifahg Perseroan Terbatas.
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persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjia@lakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi daldmanmsadan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang sevita peraturan
pelaksanaannyd”’Dengan demikian pasal 1 angka (1) Undang-UndanspRean
Terbatas sudah memberikan definisi otentik perserteabatas sebagai badan
hukum.
Dari definisi perseroan terbatas sebagaimana diskblam pasal 1 angka

(1) Undang-undang perseroan terbatas diatas, makami Ridwan Khairandy
unsur-unsur yang melekat pada Perseroan Terbaikehdd

1. Perseroan Terbatas adalah badan hukum.

2. Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal.

3. Didirikan berdasarkan perjanjian.

4. Melakukan kegiatan usaha.

5. Modalnya terdiri dari saham-saham.

2.1.2. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Mandiri

Sebagai badan hukum, perseroan terbatas merupakkm lsaha yang
merupakan persekutuan modal. Pada saat pendirieserpan para pendiri
perseroan berjanji untuk menyetorkan sejumlah mkelaalam perseroan.

Kemandirian suatu perseroan terbatas didasarkaa p&dus perseroan
sebagai badan hukum. Perseroan terbatas pada igdaédtad tidak otomatis
memperoleh status badan hukum, karena diperlukgh Haberapa prosedur
administrasi yang harus dilaksanakan agar persdevhatas memperoleh status
sebagai badan hukum. Oleh karena merupakan badarmhmaka perseroan
merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan Keavajdalam bidang
hukum.

Dalam ilmu hukum dikenal 2 jenis subjek hukum yaitang perorangan
dan badan hukum. Sebagai subjek hukum, maka bad&amh merupakan

pemangku hak dan kewajiban.

" Indonesiandang-Undang Perseroan Terbat&@p.Cit.,Pasal. 1 angka (1).

8 Khairandy,0Op.Cit, him. 4.
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Rachmadi Usman berpendapat, suatu perseroan terbatheda dengan
suatu persekutuan yang bukan merupakan $egal entitydan tidak terpisah dari
para sekutu yang menjadi anggota persekutuan ésePran adalalkegal entity
yang berbeda dan terpisah dari pemegang sahanrgarseerbatas itt. Sifat
perseroan terbatas sebagkegal entity memberi akibat diantaranya memberi
jaminan kepada kreditor perseroan atas harta kekaparseroan, karena harta
kekayaan perseroan adalah benar-benar milik persedan menjadi tanggungan
perseroan atas hutang-hutang perseroan. Harta dakaerseroan ini juga tidak
dapat ditarik oleh pemegang saham, dan harta kekayarseroan ini tidak bisa
menjadi jaminan hutang pemegang saham persero@itu bega sebaliknya
pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawabutdng atau kerugian
perseroan melebihi saham yang dimilikinya. Haldmatur dalam Pasal 3 ayat (1)
UUPT.

Sebagai suatuegal entity yang terpisah dari pemegang sahamnya,
perseroan dalam melakukan fungsi hukumnya bukambek sebagai kuasa dari
pemegang sahamnya, tetapi bertindak untuk dannatas dirinya sendiri. Para
pemegang saham bukan merupakan pihak dari penangag dibuat oleh
perseroan terbatas dengan pihak lain. Oleh karengpémegang saham tidak
berhak memaksa pihak lain untuk melaksanakan kbarmjya yang ditentukan
dalam perjanjian itu. Sebagai konsekuensinya, pksga tidak dapat menagih
atau menggugat perseroan terbatas atas kewajibammhdari pemegang saham
perseroan itu. Sebaliknya, ia juga tidak berhak agén pihak ketiga atas
kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemegargrspérseroan ittf

Reiner R. Kraakman menyebutkan bahwa suatu korpdre@sanya
memiliki 5 (lima) karakteristik yang penting yaittt
1. Mempunyai personalitas hukum.

® Rachmadi Usmarimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatdskarta : Alumni,
2004) him. 148.

10 | bid.

» Reiner R. KraakmarThe Anatomy of Corporate Lawtalam Ridwan Khairandy,
Op.Cit.,him. 12.
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Terbatasnya tanggung jawab.
Adanya saham yang dapat dialihkan.

Manajemen terpusat di bawah struktur direksi.

o k~ 0N

Kepemilikan saham oleh penanam modal.

Personalitas hukum suatu korporasi mengakibatkarsepean dapat

menggugat dan digugat, sebab perseroan adalah legaiuentity yang dapat

melakukan tindakan hukum di luar dan didalam peitgad Terbatasnya

tanggung jawab dalam perseroan terbatas merujuk Radajiban pemegang
saham terbatas pada jumlah modal yang ditempatkadalam perseroan. Kata
“terbatas” setelah “perseroan” (dalam kata persertmabatas) merujuk pada
tanggung jawab terbatas tersebut.

Unsur-unsur perseroan sebagai mana disebutkan keshu#apat diatas
(Ridwan Khairandy dan Reiner R. Kraakman) sesuaigde sifat perseroan
terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undangerBan Terbatas. Sifat
terbatasnya tanggung jawab pada perseroan teriveagacu pada pembatasan
tanggung jawab pribadi para pemegang saham terhadag perseroan. Dalam
hal perseroan memiliki utang pada kreditur makalikue hanya bisa menagih
sebatas kekayaan perseroan. Tanggung jawab pemeghiag terbatas pada
setoran modalnya pada perseroan. Tanggung jawaatasr bertujuan untuk
melindungi pemegang saham dari kerugian yang leegar dari inventasinya
dalam perseroan sekaligus sebagai suatu cara pgergaesiko kerugian bisnis

agar tidak sampai menyeret harta pribadi pemegamans.

2.2. Organ Perseroan Terbatas

Perseroan adalah badan hukum. Sebagai sebuah bad#am maka
perseroan terbatas memiliki kapasitas untuk beakndalam lapangan hukum
sebagai pemangku hak dan kewajiban. Sebagai stinjkelm artifisial, maka
perseroan terbatas memerlukan subjek hukum aladadm melakukan setiap
tindakan hukumnya. Hal ini menyebabkan perserogbatas memerlukan organ
perseroan yang berfungsi menjalankan dan mengdwegstan perseroan. Oleh
karena itu, Perseroan tidak dapat melakukan pabuddn hubungan sendiri. la

harus bertindak dengan perantaraan orang perorayeyagm menjadi pengurus
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badan hukum tersebut. Perbuatan para pengurusduérbakan untuk dirinya
sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tangguvap badan hukur.

Hukum Perseroan Indonesia mengadopsi organ ataktistrpengelolaan
perseroan Belanda yang dikenal yditaamloze VennotschgplV) danBesloten
Vennotschap met Beperkte AanspraklijkhéBV). Baik NV ataupun BV
merupakan badan hukum yang terpisah dari pemegdragrmsya, dapat memiliki
dan mengalihkan kekayaannya, dapat menjalankanisbigng sama, dapat
meminjam uang, membeli dan menjual efek-efeknyampmyai buruh, dan
dapat menuntut ataupun dituntut. Dalam mengalih&aet-asetnya, BV yang
merupakan perseroan tertutup mempunyai batasark mmdlakukan pengalihan
sampai pada batas-batas yang diatur dalam angdasam perseroan tersebut
Dalam hal pengelolaan tersebut terdapat beberapagsan yang signifikan yang
diambil oleh hukum perseroan Indonesia antaradamkenaan dengan fungsi dan
kewenangan RUPS.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Perseroanatbsrb(UUPT)
mengharuskan perseroan terbatas untuk memilikiiga)(torgan yaitu Rapat

Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

2.2.1. Rapat Umum Pemegang Saham
2.2.1.1. Kedudukan dan Kewenangan RUPS

UUPT dengan tepat menggambarkan kedudukan RapatmUpamegang
Saham (RUPS) dalam Pasal 1 angka (4) UUPT yaRapat Umum Pemegang
Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah OrgaseRen yang mempunyai
wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi ataawBn Komisaris dalam
batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini denfaanggaran dasar™
Dari ketentuan tersebut bukan berarti RUPS merupakgan dalam perseroan
tetapi hanya memiliki wewenang eksklusif yang tidhkerikan kepada Direksi

atau Dewan Komisatris.

12 Khairandy,0Op.Cit, him. 177-178 .
31bid., him. 177-178.

* IndonesiaUndang-Undang Perseroan Terbatas, Op.Gtasal. 1 angka (4)
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Di dalam perseroan pemegang saham tidak memilku&saan apapun.
Pemegang saham tidak boleh mencampuri pengelolaaserpan dan baru
memiliki kekuasaan tertentu terhadap perseroan gialam satu forum yang
disebut RUPS. RUPS sebagai organ perseroan tidekds dari esensi pendirian
suatu perseroan terbatas yang berdasarkan Pasajkh & UUPT merupakan
persekutuan modal dari para pendiri PT tersebubags pendiri PT dan
sekaligus pemegang saham PT yang telah memberddribusi modal (kapital)
awal (nitial capital) untuk menjalankan kegiatan usaha, sudah seyagisetyap
keputusan yang menyangkut tujuan awalginal objectivg para pendiri dalam
mendirikan PT berada di tangan mereka melalui lgalRRUPS?>

Tujuan diadakannya RUPS baik berdasar peraturamgang-undangan
maupun anggaran dasar adalah untuk memungkinkaegae saham memiliki
kesempatan untuk mengetahui dan mengevaluasi &agigerseroan dan
manajemen perseroan pada waktu yang tepat tanygacampur tangan terhadap
perseroan manakala perseroan melakukan kegiatais Bis

Walaupun tidak ada ketentuan yang tegas dalam grdgladang mengenai
batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dhla&ukan oleh RUPS
dalam suatu perseroan terbatas, tetapi dapatkdivebherapa pedoman sebagai
berikut’

a. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertgatadengan hukum
yang berlaku.

b. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertgatandengan
ketentuan dalam anggaran dasarnya. Namun demdagigaran dasar dapat
diubah oleh RUPS asal memenuhi syarat untuk itu.

c. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertgatandengan
kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepegdan stakeholders
seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditasyarakat sekitar,
dan sebagainya.

d. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupk&amnangan dari
Direksi dan Dewan Komisaris, sejauh kedua orgamgadaan tersebut
tidak menyalahgunakan kewenangannya. Hal ini sebayesekuensi logis
dari prinsip kewenangan residual dari RUPS.

!> Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mul@rgan Perseroan Terbataglakarta : Sinar
Grafika, 2009), him. 2.

'8 Khirandy,Op.Cit.,him.179.

7 Ibid., him. 180.

Universitas Indonesia

Peranan notaris..., Rafika Arifina Dalimunthe, FH Ul, 2011.



21

2.2.1.2. Macam-Macam RUPS
Secara umum Undang-Undang Perseroan Terbatas edekdn 2 (dua)
jenis Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu :
1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunAnngal General Meeting of
Shareholderk
2. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang dikenagaeBRJPS Luar
Biasa Extraordinary General Meeting of Shareholders
RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waklmg#ambat 6 (enam)
bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS tahunandapat diajukan atas
permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang sattam Dewan Komisaris.
Adapun RUPS tahunan antara lain bertujuan untukilemekegiatan PT pada
tahun yang lampau dan rencana kegiatan Direksi {adulen berikutnya.
Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokudaen laporan
tahunan. Dilihat dari ketentuan pasal 66 ayat (R)PU, isi laporan tahunan
adalah harus memuat sekurang-kurandfiya:

a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kusangneraca akhir
tahun buku yang baru lampau dalam perbandinganagietahun buku
sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yhegsangkutan,
laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitag satatan atas
laporan keuangan tersebut.

b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan.

c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial danumgga.

d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yaegpengaruhi
kegiatan usaha Perseroan.

e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah alilakan oleh
Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.

f.  Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

g. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaudtonorarium dan
tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Persero&nk tahun yang
baru lampau.

Rapat Umum Pemegang Saham lainggag juga dikenal sebagai RUPS
Luar Biasa Extraordinary General Meeting of Shareholderselanjutnya disebut

juga RUPS LB, dapat diadakan setiap waktu berdasaebutuhan untuk

kepentingan perseroan.

18 Binoto NadapdapHukum Perseroan Terbataglakarta: Jala Permata Aksara, 2009)
him. 98
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Penyelenggaraan RUPS LB dapat dilakukan atasiperamn®®

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yangrb&rsama mewakili
1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah selwwalham dengan hak
suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatahuymahg lebih kecil.

b. Dewan Komisaris
Permintaan untuk mengadakan RUPS lainnya diajulkgoada Direksi
dengan Surat Tercatat disertai dengan alasannyairRaan tersebut
tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.hadlap
permintaan RUPS ini, Direksi wajib melakukan penglag RUPS
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) texhitung sejak
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Dalam hal Direksi tidak melakukan RUPS dalam wel&ulima belas)

hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RlitBma, maka :

a. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kemhadideeDewan
Komisaris atau;

b. Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS.
Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUP3ama
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hariakefanggal
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. RUPS yang
diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan pamdRUPS
hanya membicarakan masalah yang tercantum dalaat wurcatat
sebagaimana yang diajukan kepada Direksi.

2.2.1.3. Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

Pelaksanaan RUPS adalah bagian dari tugas Dirklksena itu yang
mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Rapatinl) Pemegang
Saham adalah Direksi. Hal ini dinyatakan jelas maRasal 79 ayat (1) UUPT
yang menentukan bahwa Direksi menyelenggarakan RTHMSnan dan RUPS
lainnya dengan didahului dengan pemanggilan RUPS.

Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegancgnsalsebelum
menyelenggarakan RUPS. Pemanggilan RUPS dilakuledaamdjangka waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPRSladtian, dengan tidak
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggalRUemanggilan RUPS
dapat dilakukan dengan surat tercatat dan/atauati@ltan dalam surat kabar.

Adapun yang perlu dicantumkan dalam panggilan R@Balah tanggal,

waktu, tempat dan mata acara rapat disertai petabaen bahwa bahan yang

9 Ibid., him. 98-99.
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akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor epes® sejak tanggal
dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan RUPSIdiada

2.2.1.4. Tempat Penyelenggaraan RUPS
Tempat penyelenggaraan RUPS harus terletak dyahl negara Republik
Indonesia dan RUPS diadakan di tempat kedudukasefan atau di tempat

Perseroan melakukan kegiatan usahanya.

2.2.1.5. Kuorum, Kehadiran dan Keputusan dalam RUPS

Beberapa prinsip regulatif yang dianut Undang-ugd@erseroan Terbatas
mengenai kuorum, kehadiran dan keputusan RUPSsip4minsip tersebut
adalah®*

a. Prinsipmajority rule minority protection
Kebijakan perseroan ditentukan oleh pemegang sahagoritas melalui
forum RUPS, tetapi dengan tidak mengabaikan hakeganmg saham
minoritas. Untuk mencegah kesewenangan pemegamgnsatinoritas dan
untuk melindungi kepentingan pemegang saham masmritUUPT
membekali pemegang saham minoritas dengan hak-aakugdaya-upaya
tertentu, seperti gugatan derivatdiass action,hak appraisal, keharusan
kuorum dan voting mayaoritas super, dan voting kuatitul

b. Prinsip perlekatan antara saham dan hak suara.
Bahwa eksistensi antara saham dan hak suara tigéattkan sehingga
yang memiliki hak atas suara adalah siapa yang mange saham atau
tercatat sebagai pemegang saham.

c. Prinsip kuorum minimal.
Minimal angka kuorum yang disebutkan dalam Undandang (seperti %
atau 2/3 atau lebih % suara) merupakan angka kuoyang harus
dilaksanakan dan anggaran dasar tidak boleh méwenangka kuorum lain
yang lebih rendah dari angka kuorum tersebut. Tedapat menentukan
angka kuorum yang lebih tinggi dari yang ditentukatam undang-undang.

d. Prinsip voting minimal.
Sama dengan prinsip kuorum minimal. Anggaran dasdak boleh
menentukan angka voting yang lebih rendah yandh tditentukan oleh
undang-undang, tetapi dapat menentukan angka vgdimg lebih tinggi.

Perlindungan terhadap pemegang saham minoritasaddrmak-hak upaya
tertentu diatur dalam Pasal 79 ayat 2a dan Pagah{& (3) UUPT. Sedangkan

2bid., him. 99-100.

L Khairandy,0p.Cit.,him. 194-196.
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prinsip kuorum minimal ditentukan dalam Pasal 8&hsa dengan Pasal 89
UUPT.

Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkandglkan RUPS
lebih dari %2 (satu perdua) bagian dari jumlah s#lusaham dengan hak suara
hadir atau diwakili, kecuali Undang-undang dan/ataggaran dasar menentukan
jumlah kuorum yang lebih besar.

Bilamana kuorum tidak tercapai, dapat diadakan pewién RUPS
kedua. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebbtdawa RUPS pertama
telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil kepujiksa dalam
RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian ¢garlah seluruh saham dengan
hak suara yang hadir atau diwakili, kecuali anggatasar menentukan jumlah
kuorum yang lebih besar.

Bilamana kuorum RUPS kedua tidak tercapai, persedagpat memohon
kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukunmghputi tempat
kedudukan Perseroan atas permohonan perseroamitejapkan kuorum untuk
RUPS ketiga. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyabltahwa RUPS kedua
telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dawSHR ketiga akan
dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkiam &etua pengadilan
negeri. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengewaum bersifat final dan
mempunyai kekuatan hukum tetap.

RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilarkmunda dalam
rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian giamlah seluruh saham dengan
hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan kegautwadalah sah jika disetujui
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumsaiara yang dikeluarkan.

RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan.dfdnfglinan, atau
Pemisahan dapat dilangsungkan jika dalam rapatgakdikit %1 (tiga per empat)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak swadia tan sah jika disetujui

paling sedikit ¥ (tiga per empat) bagian dari jumdaara yang dikeluarkan.

2.2.2. Direks
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Pasal 1 angka 5 dari UUPT, Direksi adalah orgarmsgsean yang
berwenang dan bertanggung jawab penuh atas peagunperseroan untuk
kepentingan perseroan dan tujuan perseroan serakiieperseroan, baik di
dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengantuete@nggaran dasaf.

Berdasarkan kewenangannya dalam menjalankan pe@saDireksi
harus selalu waspada dan bertindak dengan perhituggng cermat. Direksi
harus selalu bertindak hati-hati dalam kebijakamgyadibuatnya dengan
mempertimbangkan keadaan, kondisi dan biaya pelagelyang besar.

Yang dapat diangkat sebagai Direksi perseroarahdsrseorangan yang
cakap melaksanakan perbuatan hukum, kecuali dalaktuw5 (lima) tahun
sebelum pengangkatannya pernah :

a. Dinyatakan pailit

b. Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yanyatakan bersalah
menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau

c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang megamgikkeuangan

negara/dan atau berkaitan sektor keuangan.

2.2.3. Dewan Komisaris

Menurut Pasal 1 ayat (6) UUPT, Dewan Komisaris fidkan sebagai
“organ perseroan, yang bertugas melakukan pengawsesaara umum dan/atau
khusus sesuai dengan anggaran dasar serta menalsehah kepada Direksi”.
Dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris dadaseroan terbatas tunduk
pada beberapa prinsip yuridis menurut ketentuan TUURinsip-prinsip tersebut
adalah sebagai berikfit:

1. Komisaris merupakan pengawas.
Komisaris dimaksud sebagai pengawas (supervisijairBenengawasi
tindakan direksi, komisaris juga mengawasi persesggara umum.

2. Komisaris merupakan organ independen.
Komisaris tidak tunduk kepada kekuasaan siapapan Komisaris
melaksanakan tugasnya semata-mata untuk kepentiegseroan.

3. Komisaris tidak mempunyai otoritas manajerren executive).
Komisaris merupakan pengambil keputusalec{sion makegr karena
tugas manajemen eksekutif hanyalah direksi.

22 |pbid, him 203.

% NadapdapQp.Cit, him. 89-90.
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4. Komisaris bisa memberikan instruksi yang merigiepada direksi.
5. Komisaris dapat diperintah oleh RUPS.

2.3. Peran dan Tanggung Jawab Notaris
2.3. 1. Sgjarah Notaris

Sejarah dari lembaga notariat yang dikenal sekarardjmulai pada abad
11 atau 12 di daerah pusat perdagangan yang samdatasa pada zaman itu di
Italia Utara. Daerah inilah yang merupakan tempsdl adari notariat yang
dinamakan“Latijnse Notariaat dan yang tanda-tandanya tercermin dalam diri
notaris yang diangkat oleh penguasa umum untukrkigg@an masyarakat umum
dan menerima uang jasanya (honorarium) dari masgaanmum pula. Dengan
demikian ‘Latijnse Notariaat tidak berasal dari Romawi Kuno, akan tetapi justr
dinamakan berdasarkan kenyataan bahwa lembagaahamameluaskan dirinya
dari ltalia Utara, yang meluas di seluruh darataop& dan melalui Spanyol
sampai ke negara-negara Amerika Tengah dan Am&eakatan. Negara-negara
yang tidak turut mengambil bagian dalam resépstijnse Notariaat” adalah
Kerajaan Inggris dan sebagian besar negara Skasalin&alaupun di negara-
negara yang disebut terakhir ini juga dikenal perda “notaris” akan tetapi
mempunyai arti lain.

Pada tahun 1888 diadakan peringatan delapan abddimg sekolah
hukum Bologna, yang merupakan universitas tertududia. Pendirinya adalah
Irenius. Karya pertama Irenuis yang dipersembahkagi notariat adalah
“Formularium Tabellionum”. Seratus tahun kemudian Rantero di Perugia
mempersembahkariSumma Artis Notariae? Summa-summanya digunakan
sampai abad 17. Pembagian isi dan karya-karyanyahnmetap dipertahankan
sampai abad 19. Buku ini berisi tentang sejaralarismttugas notaris, syarat-
syarat yang harus dipenuhi oleh notaris, bentul-akta dan apa yang harus
dimuat dalam akta, seperti misalnya pemberitahuan tanggal dan tahun serta
nama-nama dari para saksi, tentang salinan-saliakia dan kewajiban
merahasiakan isi akta-akta, protokol dan esensaistal lainnya yang
berhubungan dengan pekerjaan notaris. Setelah pesdra itu dilanjutkan
dengan uraian-uraian dari bagian-bagian hukum pergang berhubungan
dengan pekerjaan notaris dalam praktek. Bagianrdlefgan dari Summa Artis ini
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dibagi dalam 3 (tiga) hukum pokok yakni hukum pejign, hukum waris, dan
hukum acara perdata. Bagian hukum acara perdatiakd#ia mengingat tugas
kepaniteraan dari para notaris pada badan-badadifzer*

Lembaga notariat Italia dibawa ke Perancis dan elaftis lembaga
notariat berkembang dengan pesat dan meluas keaneggara sekelilingnya dan
negara-negara lain. Nama “notariat” berasal dama salah seorang pengabdinya
yang bernama “Notarius”. Nama ini diberikan padiket®mpok golongan orang
yang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis memetdisntu, dan tidaklah sama
dengan notaris yang dikenal sekarang.

Dalam abad 2 dan 3 Masehi dan bahkan sebelumnya, gimamakan
“notarii” tidak lain adalah orang-orang yang memiliki keahl untuk
mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat dalamaitaekpn pekerjaan mereka,
yang pada hakekatnya mereka dapat dipersamakaamdgagg dikenal sekarang
dengan“stenografen”? Dan mereka-mereka inilah yang pada akhir abad ke 5
dan abad 6 namaotarii” diberikan secara khusus pada pengabdi dari Kaisar.
Selain para fiotarii” yang dikenal juga terdapdiTabeliones” dan pekerjaan
mereka adalah sama dengan para pengabdi dariatotsleéreka adalah orang-
orang yang ditugaskan bagi kepentingan masyarakathruuntuk membuat akta-
akta dan surat-surat lainnya walaupun jabatan raetektidak mempunyai sifat
kepegawaian dan tidak ditunjuk atau diangkat ol&mgpasa umum untuk
melakukan sesuatu formalitas yang ditentukan oletiadg-undang.

Karena pardtabeliones” ini tidak ditunjuk dan diangkat oleh penguasa
umum maka mereka tidak memperoleh wewenang untukbumat akta-akta dan
surat-surat lainnya dan tidak mempunyai kekuatantid, dan hanya mempunyai
kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangasamping pardtabeliones”
ini juga terdapattabularii” yang memberikan bantuan kepada masyarakat dalam
pembuatan akta-akta dan surat-surat. Mereka adpégawai negeri yang
mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembidausamgan kota-kota
dan juga ditugaskan untuk melakukan pengawasaraetgsdari magistrat kota-

kota, dibawah resort nama mereka.

4 Tobing,Op.Cit.,him. 4-5.

%% bid.,hIm. 6.
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Semasa kekuasaan dari Longobarden (568-744) diegangkat para
“tabeliones” itu menjadi para “notarii” . Setelah mengalami berbagai
perkembangan maka lambat laun pdedellionaat” dan“notariat” (golongan
para notaris yang diangkat) bergabung dan menyatdka dalam suatu badan
yang dinamakafcollegium” dari para notarius yang diangkat.

Demikianlah terjadinya notariaat di Italia, yangemanjukkan banyak
persamaan dari notariat sekarang, walaupun masilaptat perbedaan penting
diantara satu dan lain. Tetapi selain itu merela jmempunyai persamaan karena
notaris yang diangkat itu kedudukannya sebagaibpgjasekalipun tidak secara
tegas dinyatakan berwenang untuk itu oleh kekuasazum (openbaar gezag)
membuat akta untuk masyarakat, sebagaimana halagarts para notaris
sekarang. Akan tetapi terdapat perbedaan besakafeha akta yang dibuat oleh
para notaris yang diangkat itu tidak mempunyai kéén otentik, juga tidak
mempunyai kekuatan eksekutorial, demikian jugaktideendapat kepercayaan,
sebagaimana yang dimiliki oleh akta-akta yang dilpasa notaris sekarang.

Pada akhir abad 14 terjadilah kemerosotan di lgideamotariatan. Sejak
saat itu jabatan notaris lambat laun jatuh ke c@agg yang tidak mempunyai
keahlian di bidang notaris. Hal ini disebabkan @ikah dari penguasa kekurangan
uang, menjual jabatan-jabatan notaris pada oramggoryang tidak memiliki
keahlian yang cukup di bidang notariat. Sampai maurggekan kepada para
notaris tersebutOgnorantia notariorum, panis advocatorumKebodohan para
notaris adalah pencaharian (roti) bagi para pemgacan“Stultitia notariorum
mundus perit” (Dunia akan mengalami kehancurannya karena kelaodplara
notaris”.

Notariat kembali mencapai puncak perkembanganaga Raja Lodewijk
de Heilige yang dianggap sebagai peletak dasar kegatuan ketatanegaraan
Perancis, banyak berjasa dalam pembuatan perunoefzmgart’ Pada tanggal 6
Oktober 1791 di Perancis diundangkan undang-undabglang notariat. Dengan
diberlakukannya undang-undang tersebut maka hakgaal satu macam notaris,

undang-undang tersebut kemudian diganti denganngrdiadang dari 2¥entose

28 |pid.,him. 11.
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an Xl Berdasarkan undang-undang ini mereka berada walbgpengawasan
“Chambre des Notaires”

Notariat di Perancis yang diatur dalam \2&ntose an Xl (Ventose Wet)
dibawa ke Belanda karena Belanda merupakan salamegara jajahannya dan
dinyatakan berlaku di seluruh wilayah Belanda mtdaggal 1 Maret 1811 yang
dinamakan sebagBie Notariswet

Perbedaan-perbedaan terpenting antamatose Wetlan De Notariswet
antara lairf’

1. Ventose Wetmengenal 3 golongan notaris, yaknhofnotarissen
arrondissementsnotarissendan kantonnotarissen yang berturut-turut
mempunyai tempat kedudukan dan menjalankan tugasajanya di seluruh
daerah hukum daerechtshgfRechtbankdanKantongerecht

2. Berdasarkan ketentuafentose WedliadakariChambres de notaires¥ang
mempunyai tugas rangkap yaitu melakukan pengawasdradap para
notaris. Di Belanda karena lembaga ini dianggdpktiberhasil mencapai
targetnya maka pengawasan terhadap notaris diseraké&pada badan-
badan peradilan, sedang tugas untuk mengadakam pgaa notaris
dipercayakan padagérechtshoveéndan kemudian tahun 1878 dijadikan
Ujian Negara.

3. Masa magang yang ditentuk&ientose Webagi para calon notaris adalah 6
(enam) tahun dan setelah itu mendapat sertifikattificate de moralite et
de capacite” (Keterangan kelakuan baik dan memiliki kecakap&dlam
tahun 1842 masa magamngefkstaggini dihapuskan.

4. DalamVentose Wetlalam pembuatan akta harus dihadapan 2 (dua) orang
notaris tanpa saksi-saksi atau dibuat dihadapaati)(orang notaris dan 2
(dua) saksi. Di Belanda, pembuatan akta cukup didireadapan 1 (satu)
orang Notaris dan 2 (dua) saksi dengan ancamangielab hukum, kecuali
dalam pembuatan akta-akta superskripsi dari suaaiaivrahasia.

Pada tanggal 27 Agustus 1620, yaitu beberapa bsédaelah Jacatra
dijadikan sebagi ibukota, Melchior Kerchem, Sekistadari “College van
Schepen”di Jacatra, diangkat sebagai notaris pertamadtinesia® Dia diberi
tugas untuk mendaftarkan semua dokumen dan aktpdinatnya. Para notaris
waktu itu tidak mempunyai kebebasan dalam menjalag&batannya oleh karena
mereka pada masa itu adalah pegawai @ast Ind. CompagnieBahkan pada
tahun 1632 dikeluarkan plakkaat yang berisi ketemtbbahwa para notaris,

sekretaris dan pejabat lainnya dilarang untuk mernbidta transport, jual beli,

27 pid., him. 13-14.

28 |pid., him. 15.
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surat wasiat dan akta lainnya jika tidak mendapasqtujuan terlebih dahulu dari
Gubernur Jenderal datRaden van Indie” dengan ancaman akan kehilangan
jabatannya. Di luar daerah Batvia yang dinamdiBantenposten’, juga terdapat
notaris. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahVentose Wetyang
diberlakukan di Belanda tidak pernah dinyatakaredi#kukan di Indonesia, juga
setelah restorasi dari negeri Belanda tahun 18&Bingga yang berlaku di
Indonesia adalah peraturan-peraturan lama yangsdledari ‘Republiek der
Vereenigde Nederlanden”’Dengan demikian maka kedudukan notaris yang
berlaku di Indonesia adalah sama dengan kedudubi@mnis pada masa sebelum
Belanda dijajah oleh Prancis.

Pada tahun 1860, pemerintah Belanda menyesuaikatupsn-peraturan
mengenai jabatan notaris yang berlaku di Indorgsmgan yang berlaku di negeri
Belanda dan sebagai pengganti dari peraturan-pamatulama maka
diundangkanlah Peraturan Jabatan Not@Nstaris Regelementyang dikenal
sekarang ini. Pasal-pasal dalam Peraturan JabattamisNadalaltopy dari pasal-
pasal Notariswet yang berlaku di Belanda. Dalanateesin Jabatan Notaris tidak
terdapat satu pasal pun yang mengatur tentang magang, dan di dalamnya
juga tidak diatur mengenai pendidikan notaris, ydrjur adalah tentang ujian
notaris, dengan menetapkan syarat-syarat yang ltpenuhi seseorang untuk
dapat menempuh ujian notaris akan tetapi bagaimarea memperoleh ilmu itu
sama sekali tidak dipersoalkan.

Tahun 1954 diundangkan Undang-undang Tentang Wsdthris dan
Wakil Notaris Sementara dalam Pasal 4 dinyatakdmvhauntuk dapat ditunjuk
sebagai wakil notaris tidak diperlukan ujian damadapada waktu itu sedapat
mungkin ditunjuk seseorang yang telah lulus dalatu @tau dua bagian dari
ujian. Dalam kehidupan yang dinamis sekarang igi batariat merupakan suatu
keharusan untuk lebih tajam melihat ke depan. Urtukliperlukan pengetahuan
tentang sejarah perkembangannya sendiri, oleh &atengan lebih mengenal apa
yang terjadi di masa lampau dan tugas yang hafdagutannya dalam masa
pembangunan dewasa ini di segala bidang, paraish@kan dapat lebih baik

memandang ke masa depan.
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2.3.2. Notaris Sebagai Pgjabat Umum

Notaris merupakan suatu profesi yang menjalankbagsen fungsi publik
dari negara dalam bidang hukum Perdata. Karenaksaakan fungsi publik dari
negara ini, maka Notaris merupakan suatu pejabatrurilotaris sebagai pejabat
umum karenanya diberi kewenangan oleh pemerinta@ba@gai pemegang
kekuasaan negara) untuk membuat akta otentik, ymiaiu akta yang dibuat
dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undanggaimana dimaksud dalam
pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor &turt 2004
Tentang Jabatan Notaris disebutkan pengertian Noyaitu sebagai “pejabat
umum yang berwenang untuk membuat akta otentik kamenangan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang®ini”.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatdarisl maupun
Peraturan Jabatan Notaris (Ord. Stbl.1860 Nomortidgk dengan eksplisit
mendefinisikan arti dari pejabat umum. Istilah Baja Umum merupakan
terjemahan dari istilafDpenbare Ambtenaregang terdapat dalam pasal (1)
Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1868 Kitabrdgadadang Hukum Perdata.
G.H.S Lumban Tobing berpendapat bahwa 1868 Kitadadg-Undang Hukum
Perdata merupakan sumber dari Pasal (1) Peratabmtah Notarf atau dengan
kata lain menurut G.H.S. Lumban Tobing, Peratu@mathn Notaris merupakan
peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 Kitab Untmigng Hukum Perdafa.

Habib Adjie kemudian merumuskan pengertian kedudNeataris sebagai
pejabat umum dari rumusan istil@penbare Ambtenarepang terdapat dalam
Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata daal R&let Reglement op
het Notarisambt in IndonesiaPeraturan Jabatan Notaris). Habib Adjie
berpendapat bahwa menurut kamus hukum salah satlaaAmbtenareradalah
pejabat. Dengan demikia@penbare Ambtenaremdalah pejabat yang yang

mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingasyamakat, sehingga

# IndonesiaUndang-Undang Jabatan Notaris, Op.CRasal. 1 ayat (1).
%0 Tobing,Op.Cit, him.32.

%1 |bid., him. 35.
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Openbare Ambtenarerdiartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas kuntu
membuat akta otentik yang melayani kepentinganyarakat, dan kualifikasi
seperti itu diberikan kepada Notaffs.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Habin Adjie betgpat bahwa Notaris
dikualifikasikan sebagai pejabat umum, tapi kuiedi§i pejabat umum tidak hanya
untuk notaris saja, karena ada juga pejabat lang ydiberi kualifikasi sebagai
pejabat umurff dengan demikian notaris berperan melaksanakargisebtugas
negara dalam bidang hukum keperdatdan.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, berdasarkan PasaPétaturan Jabatan
Notaris maka wewenang notaris adalagel (bersifat umum), sedangkan pejabat
lainnya adalah pengecualian. Wewenang dari parabgejlainnya itu untuk
membuat akta sedemikian hanya ada, apabila olelfangadndang dinyatakan
secara tegas, bahwa selain dari notaris, merelkeatyugt berwenang membuatnya
atau untuk pembuatan sesuatu akta tertentu merdédda wndang-undang
dinyatakan sebagai satu-satunya yang berwenang ittt

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa Notabagaie pejabat
umum berwenang membuat akta otentik. Pengertiaa a@tientik di definisikan
dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Pergate mendefinisikan
akta otentik sebagai "suatu akta yang didalam lkertang ditentukan oleh
Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegasg@vpai umum yang
berwenang untuk itu di tempat akta itu dibu®t”.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka kewenangamidldalam membuat
akta otentik sangatlah luas. Kewenangan notariselbert secara garis besar
meliputi 4 (empat) hal berupa:

32 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesjarafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun
2004 Tentang Jabatan NotarfBandung : Refika Aditama, 2008), him. 13. untukaspitnya
disebut Adjie I.

% Ibid., him. 13.

*Ibid., him. 14.

% Tobing,Op.Cit, him. 38.

% R. Subekti dan R. Tjitrosudibi@p.cit., Psl. 1868.

3" Tobing,Op.cit.,him.49.
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a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut adbg yibuat itu
mengenai orang
Tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua ak&m tetapi
seorang pejabat umum hanya dapat membuat aktateitéantu, yakni
yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya beldasaperaturan
perundang-undangan.

b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai oranmgk lkepentingan
siapa akta itu dibuat
Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepgatinsetiap orang.
dirinya Notaris tidak diperolehkan membuat aktadathm mana notaris itu
sendiri, istri/suami notaris tersebut, dan keluasgdarah dan semenda dari
notaris itu garis lurus tanpa pembatasan derajatidiam garis kesamping
sampai dengan derajat ke tiga. Hal ini diatur dajgasal 52 Undang-
Undang Jabatan Notaris.

c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai terdpagna akta itu
dibuat
Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnyarétagbatannya) dan
hanya di dalam daerah yang ditentukan baginyaaitberwenang untuk
membuat akta otentik. Akta yang dibuat diluar daejabatannya adalah
tidak sah.

d. Sepanjang mengenai waktu
Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masihatau dipecat dari
jabatannya, demikian juga notaris tidak boleh memhlakta sebelum ia
memangku jabatannya (sebelum dia di sumpah).

Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dimana isloerwenang
membuat akta Otentik. Namun tidak semua akta d&tedibuat oleh atau
dihadapan notaris. Terdapat beberapa akta otemtilg ypembuatannya diatur
dibuat oleh pejabat umum yang lain dan bahkan ti#E&h dibuat oleh Notaris.
Seperti akta kelahiran, akta kematian dan aktagwarian dibuat oleh Kantor
Catatan Sipil.

Akta Notaris sebagai akta otentik berisikan hal-lyjahg mencakup
mengenai semua perbuatan, perjanjian dan peneyapandiharuskan oleh suatu
peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikksthe untuk dinyatakan
dalam suatu Otensitas dari akta notaris bersumbgr Uhdang-Undang yaitu
Undang-Undang Jabatan Notaris (Undang-Undang No&tbrTahun 2004),
dimana notaris dijadikan sebagai pejabat umumngehi akta yang dibuat oleh
Notaris dalam kedudukannya tersebut memperolelt aiigéa otentik.Menurut
G.H.S Tobing, akta yang dibuat oleh notaris mempursjfat otentik, bukan

karena undang-undang menetapkan demikian, akapi tefieh karena akta itu
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dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, seperaldiud dalam pasal 1868
Kitab Undang-Undang Hukum Perdéta.
Menurut Habib Adjie, Notaris sebagai sebuah jabgbablik) mempunyai

karekteristik sebagai berikut’:

a.

e.

Sebagai jabatan

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasbidang

pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunysarathukum

dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabataarisiodi

Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan iNadaindonesia

harus mengacu kepada UUJN.

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang akeipt oleh

negara. Menempatkan notaris sebagai jabatan mempakatu

bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibulatablgan hukum
untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangateritr) serta
bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkupgkerjaan tetap

Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan redasaturan

hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapataredahgan baik,

dan tidak bertentantangan dengan wewenang jabaamya.

Dengan demikian jika seorang pejabat (notaris) koddan suatu

tindakan diluar wewenang yang telah ditentukanatidgkategorikan

sebagai perbuatan wewenang. Wewenang Notaris hanya
dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3JNU

Diangkat dan diberhentikan pemerintah

Pasal 2 UUJN menentukan bahwa notaris diangkatleemhentikan

oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang menimda

kenotariatan (pasal (1) angka 14 UUJN). Notaris kipes secara
administratif diangkat dan diberhentikan oleh penah, tidak
berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yaeggangkatnya

(pemerintah). Dengan demikian Notaris dalam meniaa tugas

jabatannya :

a. bersifat mandir(autonomous)

b. tidak memihak siapapuimpartial)

c. tidak bergantung kepada siapap(independent) yang berarti
dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapatngicd oleh
pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain

Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengatmya

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan olemmgrintah tapi

tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Nstananya

menerima honorarium dari masyarakat yang telatyaliimya atau
dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk merakg tydak
mampu.

Akuntabilitas atas pekerjaan kepada masyarakat

% Tobing,Op.Cit him. 51.

% Adjie I, Op.Cit, him. 15.
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Kehadiran notaris untuk memenuhi kebutuhan masgargng
memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam lgdankum perdata,
sehingga notaris mempunyai tanggung jawab untulayaei masyarakat,
masyarakat dapat menggugat secara perdata natarismenuntut biaya,
ganti rugi, dan bunga, jika ternyata akta tersetagat dibuktikan dibuat
tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, ialmerupakan
akuntabilitas notaris kepada masyarakat.

2.3.3. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Bagi Notaris
2.3.3.1. Kewenangan Notaris

Kewenangan merupakan dasar hukum bagi subjek hukuok bertindak
atau melakukan suatu perbuatan hukum.

Menurut Habib Adjie, dalam hukum Administrasi wewweg bisa
diperoleh secara Atribusi, Delegasi, dan Mandaat/lewenang secara atribusi
adalah pemberian wewenang yang baru kepada sumitajaberdasarkan suatu
peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.eWéy secara Delegasi
merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang addadarkan suatu
peraturan perundang-undangan atau aturan hukunan§lemh wewenang yang
diperoleh secara Mandaat sebenarnya bukan pengal#tau pemindahan
wewenang, tapi karena yang berkompeten berhaldfigan.

Notaris sebagaimana disebutkan sebelumnya merkéikenangan untuk
membuat akta otentik yang diatur dalam Undang-Ugdkabatan Notaris, dengan
demikian maka kewenangan notaris tersebut dipesseara Atribusi.

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum diaturnmdgtasal 15
Undang-undang Jabatan Notaris yang mengatur terktamggnangan Notaris.
Pasal 15 ayat (1) mengatakan bahwa ”"Notaris bemgen@embuat akta otentik
mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetgpag diharuskan oleh
peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikakienadleh yang
berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otenténjamin kepastian tanggal
pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dapakutsemuanya itu sepanjang

pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan dtkecualikan kepada pejabat

40hid., him. 77.

“1bid., him 77-78.
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lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undardpng”*? Dari pasal 15 ayat (1)

ini maka jelaslah kewenangan notaris dalam memakiat otentik sangat luas,
karena menyangkut semua perbuatan hukum yang didekieoleh para para
pihak, sepanjang untuk hal-hal tersebut, undarigg sudah menetapkan untuk
dibuat oleh atau dihadapan pejabat lain (yang biNataris).

Sedangkan kewenangan Notaris yang lain diatur dalasal 15 Ayat (2)
dan ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris yarmbgi :

Pasal 15
(2) Notaris berwenang pula :

a. mengesahkan tanda tangan dan memastikan kepasiggat surat
dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

b. membukukan surat-surat di bawah tangan dan mendadiam
buku khusus.

c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah targempa salinan
yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digdmbatalam
surat yang bersangkutan.

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengahaslinaya.

e. memberikan penyuluhan sehubungan dengan pembudgan a

f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.

g. membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pati§layan ayat (2), Notaris
mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peratyperundang-
undangan.

Jika ditelaah lebih lanjut, maka kewenagan Notseisagaimana diatur dalam
pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Jabdtaaris ini bisa diklasifikasi
sebagai berikut :

a. Pasal 15 ayat (1) mengatur tentang kewenangan umotams.
b. Pasal 15 ayat (2) mengatur tentang kewenangan &iNstaris.
c. Pasal 15 ayat (3) mengatur tentang kewenanganisigtang akan
ditentukan kemudian.
2.3.3.2. Kewajiban Notaris

Kewajiban Notaris diatur dalam Bagian Kedua Undbmglang Jabatan

Notaris tentang kewajiban. Pasal 16 Undang-undaimatdn Notaris tersebut

“2 Indonesia,Undang-Undang Jabatan Notaris,Op.CRasal. 15.
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tersebut merinci kewajiban notaris baik secara matifrmaupun secara teknis
prosedural administratif. Menurut penulis walauibagkedua tentang kewajiban
notaris mencakup seluruh pasal 16, namun yang detiegas dan jelas mengatur

kewajiban notaris terdapat pada pasal 16 ayaiafa) s

Pasal 16

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berké&aaiji

a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpih@an menjaga
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatanmgku

b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan mepgmya sebagai
bagian dari Protokol Notaris;

c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atauipEnt Akta
berdasarkan Minuta Akta;

d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuam d#hdang-Undang
ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yargngla dan segala
keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta iseRrgyan
sumpabh/janji jabatan, kecuali undang-undang mekentain;

f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) butaenjadi buku yang
memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dia jumlah akta tidak
dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat chenjadi lebih
dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Aktdamudan tahun
pembuatannya pada sampul setiap buku;

g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidbkydr atau tidak
diterimanya suratberharga;

h. membuat daftar akta yang berkenaan dengaiatwasnurut
urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

i mengirimkan daftar akta sebagaimana dinmhkimlam huruf h atau daftar
nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pi¥seiat Departemen
yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keatdaridalam waktu
5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bularkbemya;

J- mencatat dalam repertorium tanggal pengirimaftad wasiat pada
setiap akhir bulan;

K. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang aedrepublik
Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya di@isnama, jabatan,
dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

l. membacakan akta di hadapan penghadap denlyadirdoleh paling
sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani gada itu juga oleh
penghadap, saksi, dan Notaris;

m.  menerima magang calon Notaris.

(2 Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada @yahuruf b tidak
berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dak@ntuk originali.
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Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayatda)eh akta:

a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;

b. penawaran pembayaran tunai;

c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidakidigeya surat berharga;

d. akta kuasa;

e. keterangan kepemilikan; atau

f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundangrgach.

Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat &patidibuat lebih dari |
(satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bedark,isi yang sama, dengan
ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata dkersebagai satu dan satu
berlaku untuk semua”.

Akta originali yang berisi kuasa yang belum diiahma penerima kuasa hanya
dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimadesial ayat (1) huruf k
ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayatrr(ff)!Hidak wajib
dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akik tidibacakan karena
penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, damahaeni isinya,
dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakamdaémutup akta serta
pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh petghasaksi, dan Notaris.

Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud patiglayhuruf | dan ayat
(7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanyanpo@yai kekuatan
pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tlakaku untuk
pembuatan akta wasiat.

Kewajiban Notaris sebagaiman diatur dalam Pasaayis (1) Undang-

Undang Jabatan Notaris tersebut di atas, dapabdip@kkan menjadi 2 yaitu :

1.

kewajiban moral normatif sebagaimana diatur dalasap16 ayat (1)
huruf a
kewajiban teknis prosedural sebagaimana diatundaksal 16 ayat (1)

huruf b sampai dengan huruf m.

Habib Adjie berpendapat bahwa apa yang diatumdg@asal 16 ayat (3) lebih

tepatnya merupakan kewenangan notaris bukan sekmgajiban notarié®

2.3.3.3. Larangan Bagi Notaris

Larangan bagi Notaris diatur dalam pasal 17 Ugdandang Jabatan

Notaris. Dalam penjelasan Pasal 17 Undang-Undamsgliat, adanya ketentuan

terhadap larangan Notaris dimaksudkan diantaranyakuuntuk menjamin

3 Adjie I, Op.cit, him. 82
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kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Nd&risintuk memberi kepastian
hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegatlingg persaingan tidak sehat
antar Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Pasal 17
Notaris dilarang:

a menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

b.  meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan jutfjuhari kerja berturut-turut

tanpa alasan yang sah;

merangkap sebagai pegawai negeri;

merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

merangkap jabatan sebagai advokat;

merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pedsagdan Usaha milik negara,

badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

0. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat AktahTdi luar wilayah
jabatan Notaris;

h. menjadi Notaris Pengganti; atau

I. melakukan pekerjaan lain yang bertentanganalengrma agama, kesusilaan,
atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatammartabat jabatan
Notaris.

-0 Qo0

Ketentuan Larangan bagi Notaris ini juga mengagdkonsekuensi sanksi
bagi notaris yang melanggarnya. Hal ini diatur dalRasal 84 dan Pasal 85
Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pasal 84

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notarishaap ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huirabal 16 ayat (1) huruf K,

Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, PasalaSal P1, atau Pasal 52 yang
mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatabyktian sebagai akta di
bawah tangan atau suatu akta menjadi batal deminhukapat menjadi alasan
bagi pihak yang menderita kerugian untuk menunwriggantian biaya, ganti

rugi, dan Bunga kepada Notaris.

Pasal 85

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalsah RaPasal 16 ayat (1)
huruf a, Pasal 16 ayat (1). huruf b, Pasal 16 &yahuruf c, Pasal 16 ayat (1)
huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayatruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf
g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1yfhufPasal 16 ayat (1) huruf j,
Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Rasd@asal 32, Pasal 37, Pasal
54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, déesadisanksi berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. pemberhentian sementara;

d. pemberhentian dengan hormat; atau
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e. pemberhentian dengan tidak hormat.

2.3.4. Jenisdan bentuk Akta Notaris
Dengan demikia maka akta dapat diartikan sebatisatuyang khusus dibuat
untuk dijadikan alat bukti atas hal yang disebutathmnya. Sedangkan tulisan
dapat diartikan sebagai sesuatu yang memuat taaui dapat dibaca dan yang
menyatakan suatu buah pikiran. Adapun tulisan yauigan akta adalah tulisan
yang tidak bersifat demikian seperti akta, misalagialah seperti catatan pribadi.
Secara garis besar akta dibagi lagi menjadi 2 jgaitsi akta otentik dan akta
di bawah tangan. Menurut Pasal 1868 Kitab Undandadg Hukum Perdata,
akta otentik adalah "suatu akta yang didalam bengakg ditentukan oleh
Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegasgavgai umum yang
berwenang untuk itu di tempat akta itu dibtdtMenurut Habib Adjie, Pasal
1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini merupakamber untuk
otensitas akta notaris dan juga menjadi dasar ifagatéksistensi akta notaris
dengan syarat-syarat sebagai berifut :
a. Akta itu harus dibuat olerd¢or) atau dihadapartgn overstaanseorang
pejabat umum.
b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentusket undang-undang.
c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itatdhmrus mempunyai
wewenang untuk membuat akta tersebut.
Berdasarkan pengertian akta otentik tersebut, nugqzat dikatakan yang
termasuk akta otentik adalah antara lain adalah :
- suatu putusan/penetapan pengadilan.
- suatu akta kelahiran, kematian, perkawinan yangadilpegawai catatan
sipil.
- risalah lelang.

- akta notaris.

4 Subekti, dan R. Tjitrosudibimpcit, Psl. 1868.

“5 Habib Adjie,Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (lan Tulisan
tentangNotaris dan PPAT(Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), him. 32, uk&elanjutnya
disebut Adjie II.
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Pengertian dari akta Notaris terdapat dalam pasayeat (7) Undang-
Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Natsiggartikan akta notaris
sebagai “akta otentik yang dibuat oleh atau dihaddyotaris menurut bentuk dan
tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undandimitabib Adjie memberikan
beberapa karakter yuridis dari suatu akta notasitsi y*’

1. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudaendukan oleh
undang-undang (UUJN)

2. Akta Notaris dibuat karena ada permintaan parakpiaam bukan karena
keinginan Notaris

3. Meskipun dalam akta notaris tercantum nama Notaldgam hal ini
notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersamagara pihak atau
penghadap yang namanya tercantum dalam akta

4. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Sispaprikat
dengan akta Notaris serta tidak dapat ditafsirkaim Iselain yang
tercantum dalam akta tersebut

5. Pembatalan daya ikat akta notaris hanya dapat ultak atas
kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dsittan Jika ada
yang tidak setuju, pihak yang tidak setuju harusngagikan
permohonan ke pengadilan umum agar akta yang lgnsam tidak
mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yapat digbuktikan.

Dari definisi akta notaris sebagaimana disebutadjamaka dapat dapat
dikatakan maka akta Notaris tidak dengan otomagistix, karena akta notaris itu
baru otentik jika dibuat dalam bentuk dan tata garag ditetapkan oleh Undang-
undang Jabatan Notaris.

Dengan demikian keotentikan akta Notaris tergantpada bentuknya
(harus dalam bentuk yang ditentukan oleh Undangwigd dan dibuat dalam
prosedur yang ditetapkan dalam Undang-undang pdéngenai bentuk akta
Notaris di atur dalam pasal 38 Undang-undang 30n&904 (UUJN). Pasal 38
ayat (1) menyebutkan "setiap akta Notaris terdasa

a. awal akta atau kepala akta

“® Indonesiandang-Undang Jabatan Notaris, Op.CRasal. 1 ayat (7).

47 Adjie, Op.Cit. him. 38.
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b. badan akta, dan
c. Akhir atau penutup akt&.

Pasal 38 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Jabdtdaris kemudian
mengatur hal-hal apa saja yang harus dimuat daleah akta, badan akta, dan
penutup akta. Pasal 38 ayat (2), (3) dan (4) skpmya berbunyi sebagai
berikut:

(2) Awal akta atau kepala akta memuat:

a.  judul akta;

b.  nomor akta;

c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan

d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan akta memuat:

a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, keweggaaan,
pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal pemaghadap
dan/atau orang yang mereka wakili;

b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghada

C. isi akta yang merupakan kehendak dan keingimenpthak yang
berkepentingan; dan

d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serfeerjgan, jabatan,
kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap sp&sigenal.

(4) Akhir atau penutup akta memuat:

a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana duonditam Pasal
16 ayat (1) huruf | atau Pasal 16 ayat (7);

b. uraian tentang penandatanganan dan tempat pdmagahan atau
penerjemahan akta apabila ada;

C. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjabatan, kedudukan,
dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan

d. uraian tentang tidak adanya perubahan yangdltetglam pembuatan
akta atau uraian tentang adanya perubahan yangt darapa
penambahan, pencoretan, atau penggantian.

(5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Kisysian Pejabat Sementara

Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana diudgiada ayat (2), ayat

(3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggattapan pengangkatan,

serta pejabat yang mengangkatnya.

Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Jabatan Notargadeelas mengatur
pengertian dari suatu akta Notaris yaitu sebageia’atentik dibuat dalam tata
cara yang ditentukan dalam undang-unddfig?embuatan akta notaris dengan

“8 IndonesiaUndang-Undang Jabatan Notaris, Op.CRasal. 38.
“9 IndonesiaUndang-Undang Jabatan Notaris, Op.CRasal. 1 angka (7).
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mengabaikan prosedur yang ditetapkan oleh undadgnagn diancam dengan
kebatalan karena hukum dan kekuatan akta notasshet bisa hanya sebagai
akta di bawah tangan.

Hal ini diatur dalam pasal 41 dan Pasal 84 Undampnog Jabatan
Notaris. Pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notarig@bertkan bahwa " apabila
ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dmpeauta tersebut hanya
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di baarayan™° Pasal 39 dan
Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris sendirubgrebagai berikut :

Pasal 39

1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun tgkah menikah; dan
b. cakap melakukan perbuatan hukum.

2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau dipelk@m&kepadanya oleh 2
(dua) orang saksi pengenal yang berumur palingkiset8 (delapan belas)
tahun atau telah menikah, dan cakap melakukan aembuhukum atau
diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadaplainnya.

(3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayah{2}akan secara tegas

dalam akta.

Pasal 40
(1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadirngasedikit 2 (dua) orang
saksi, kecuali peraturan perundang-undangan mekentain.
(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mnémgyarat sebagai
berikut:
a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun tdkah menikah;
b. cakap melakukan perbuatan hukum;
c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
d

dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan

*Y IndonesiaUndang-Undang Jabatan Notaris, Op.CRasal . 41.
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e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungaahddalam
garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembati@sajat dan garis ke
samping sampai dengan derajat ketiga dengan Natatispara pihak.

(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusallibéeh Notaris atau
diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan ngntadentitas dan
kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.

(4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas davenk@gan saksi

dinyatakan secara tegas dalam akta.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa ancaman kekwita notaris
menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai aktabawah tangan
sebagaimana diatur dalam Pasal 39 dan 40 Undangrgndabatan Notaris
tersebut terjadi jika penghadap tidak cakap melakuikndakan hukum, atau
penghadap tidak dikenal Notaris, atau jika Notadak membacakan akta kepada
penghadap dengan dihadiri saksi-saksi.

Akta dibawah tangan diatur dalam pasal 1874 KUHd&er yang
menyatakan bahwa “sebagai tulisan-tulisan dibavealyan dianggap akta-akta
yang ditandatangani dibawah tangan, surat-sur@fistes-register, surat-surat
urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang dibaipa perantara seorang

pegawai umum?®?

2.3.5. Kekuatan Pembuktian Akta

Pertimbangan utama yang menyebabkan subjek hukumboet suatu
perbuatan hukum dalam akta notaris adalah karertampangan pembuktian,
maksudnya jika suatu saat ada sengketa antara piiaait yang melakukan
perbuatan hukum tersebut, maka masing-masing pitekiliki bukti yang kuat
dan otentik tentang hal yang dipersengketakanlatse

Dalam Hukum Acara Perdata, alat bukti yang diakecasa sah oleh
hukum adalah :

a. bukti tulisan

b. bukti dengan saksi-saksi

*1 Subekti, dan R.Tjitrosudibi®p.cit, Ps. 1874.
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c. persangkaan-persangkaan
d. pengakuan
e. sumpaf?

Menurut Supomo sebagaimana dikutip Ali Afandi, pektan memiliki 2
(dua) aspek, yaitu dalam arti luas dan dalam arbatas. Dalam arti yang luas,
pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengyarat-syarat bukti
yang sah sedangkan dalam arti yang terbatas, pdimbukanya diperlukan
apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu ditbantah tergugat. Apa yang
dibantah tidak perlu dibuktikan. Kebenaran dari gpag tidak dibantah tidak
perlu dibuktikart?

Di dalam literatur hukum terdapat 3 jenis kekuatembuktian yaitu®*

a. Kekuatan pembuktian ekstern

Kekuatan pembuktian ekstern berarti bahwa jikatsa&ta dari wujudnya
tampak sebagai suatu akta yang dibuat oleh suaabgieumum, maka
akta seperti itu dianggap sebagai akta otentik. uken pembuktian
eksternal itu berlaku terhadap setiap orang.

b. Kekuatan pembuktian formal

Hal ini berarti bahwa apa yang disebut di dalamsakta itu memang
benar apa yang diterangkan oleh pihak-pihak yamgabgkutan. Dan ini
berlaku bagi siapa saja.

c. Kekuatan pembuktian materil

Hal ini berarti bahwa apa yang dimuat di dalam swadtta itu memang

sungguh-sungguh terjadi antara para pihak (jadiktidanya diucapkan

para pihak, namun sungguh-sungguh terjadi).

Ketiga jenis kekuatan pembuktian sebagaimana diskatas dapat dilihat
dalam Pasal 1869 sampai dengan Pasal 1870 Kitalarigidndang Hukum
Perdata. Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Rendeengatur tentang

kekuatan pembuktian ekstern dan formal suatu akaturddalam Pasal 38

%2 |pid., Psl. 1866.

%% Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuki{dakarta : Bina
Aksara, 1984), him. 192.

%4 |bid., him. 200.
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Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 1870 mengatutang kekuatan
pembuktian materil suatu akta otentik.

Dengan melihat adanya 3 jenis kekuatan-kekuatan bpktian itu
sekarang perlu ditinjau kekuatan pembuktian apagyserdapat pada tiap
pembuktian dengan tulisan.

Akta Otentik memiliki kekuatan ekstern, karena aldeentik harus
mempunyai bentuk tertentu yang ditetapkan dengatangrundang dan yang
membuat itu adalah pejabat umum. Kekuatan pembyuktatern ini tidak hanya
berlaku bagi-bagi bagi pihak-pihak yang disebutanmlakta itu, tetapi juga
berlaku bagi setiap orang. Siapa yang menyanghkal iak harus membuktikan
kepalsuan akta tersebut. Adapun kepalsuan aktai téadi kepalsuan materil dan
kepalsuan intelektual. Kepalsuan materil terjadilala tanda tangan atau tulisan
dalam akta itu dipalsu setelah akta itu dibuat ghefabat umum. Sedangkan
kepalsuan intelektual ternyata apabila akta pejabanencantumkan keterangan
yang tidak benar dalam akta itu. Prosedur penyeleskepalsuan suatu akta
diatur dalam pasal 148 HIR.

Dengan demikian maka di dalam akta otentik yanggderpasti adalah
benar ialah tanda tangan pihak-pihak yang bersaagktanggal, tempat dimana
akta itu dibuat.

Kekuatan Formal pada akta otentik maksudnya adkéakna pejabat
umum yang membuat akta itu adalah pejabat yanghsutisumpah dalam
melaksanakan tugasnya, sehingga apa yang dimuaaldm akta itu harus
dianggap sungguh-sungguh diucapkan oleh pihak lgargangkutan.

Mengenai kekuatan materil diatur dalam pasal 18UMHKPerdata yang
mengatakan “suatu akta otentik memberikan dianpana pihak beserta ahli
waris-warisnya atau orang yang mendapat hak darekae suatu bukti yang
sempurna tentang apa yang dimuat di dalamrya”.

Dari teori tentang jenis kekuatan pembuktian selragaa disebut notaris,
maka akta notaris sebagai akta otentik memilikelBuatan pembuktian, yaitu :

1. Buktidiri

5 Subekti, dan R.Tjitrosudibi®@p.cit, Ps. 1870.
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Maksudnya adalah bahwa dari penulisan akta noweis,bentuknya,
atau dari tampak luarnya saja, akta notaris sutiitik, karena dibuat
dengan cara, dan dalam bentuk yang disyaratkanusléang-undang.
Diatur dalam Pasal 1 ayat (7) jo Pasal 38 Undandadg Jabatan
Notaris.

2. Bukti Formal
Maksudnya adalah bahwa segala isi dalam akta, ulnak yang
menandatangani akta tersebut, dijamin kebenararDigur dalam
Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris.

3. Bukti Material
Maksudnya adalah isi akta notaris dijamin kebenayandan dijamin
oleh dan bagi setiap orang. Diatur dalam Pasal 1d#b Undang-
Undang Hukum Perdata.

Dari penjalasan-penjelasan di atas, maka jadilgadagi pihak ketiga
akta Notaris sebagai akta tertulis yang otentik upakan alat bukti yang
sempurna. Kekuatan pembuktian akta Notaris sebaigai otentik ini berbeda
sekali dengan kekuatan pembuktikan akta di bawadpeta

Akta dibawah tangan, karena tidak terikat padausbantuk, jelas tidak
mempunyai kekuatan pembuktian ekstern. Mengenaitkekpembuktian formal,
maka dapat dikatakan bahwa hal itu ada pada alsgavdh tangan, jika itu diakui
oleh pihak terhadap siapa akta itu dipergunakanimiaiperlaku bagi tiap orang.
Tentang kekuatan pembuktian materil ini juga ad#apkta di bawah tangan, jika
akta ini diakui oleh pihak terhadap siapa akta dipergunakan, tetapi
sebagaimana halnya akta otentik, maka kekuatan yd@rmb materil ini hanya
berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutarh aldi warisnya dan orang-
orang yang mendapat hak daripadanya. Hal ini didalam pasal 1875 KUH
Perdata.

Terhadap suatu tulisan dibawah tangan yang dialali orang terhadap
siapa tulisan itu hendak dipakai, merupakan bulitigy sempurna seperti akta
otentik. Berhubung dengan hal tersebut, maka ketélsseorang mempergunakan
suatu akta dibawah tangan sebagai alat bukti, npakak lawan lebih dahulu

harus dengan tegas mengakui atau menyangkal tandarnnya. Hal ini diatiur
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dalam pasal 1876 KUH Perdata yang menentukan bg@kaaanda tangan itu

disangkal maka hakim terlebih dahulu harus menediken penyelidikan tentang
kebenaran dari tulisan itu. Bagi ahli warisnya,uataang yang mendapat hak
daripadanya penyangkalan itu cukup dikemukakan aenmgernyataan bahwa ia
tidak mengetahui tanda tangan itu.

Menurut ketentuan pasal 1874 KUH Perdata, satuigatietentuan yang
diharuskan dari suatu akta di bawah tangan adakthwd akta itu harus
ditandatangani.

Berhubung dengan itu, perlu dijelaskan perihal @artdngan. Oleh
yurisprudensi ditentukan bahwa bahwa suatu pardardeh tanda tangan.
Sedangkan cap tanda tangan diakui sebagai tandmntatiengan pengertian
bahwa penggunaan cap tersebut dilakukan dengam geipiliknya. Pihak ketiga
dapat menganggap bahwa cap tanda tangan ini dipgtga dengan ijin
pemiliknya, kecuali kalau dapat dibuktikan dengabadiknya.

Di dalam akta di bawah tangan, selain tanda tabgaapat juga hal-hal
lain seperti tanggal tentang akta itu. Pasal 188BBKerdata menyatakan bahwa
terhadap pihak ketiga tanggal itu baru dapat ditersebagai benar mulai :

a. tanggal akta itu diresmikan (notaris, pejabat lggnmenutut undang-

undang)

b. tanggal dimana yang memberi tanda tangan itu mgaing

c. tanggal dari akta lain yang menyebut akta itu

d. tanggal dimana pihak ketiga mengakui adanya aksahet

Jadi didalam hal akta dibawah tangan itu diakukarentara akta dibawah
tangan dan akta otentik sesungguhnya tidak adaegasan tentang kekuatan
pembuktian. Adapun perbedaannya adalah jika oraeggajukan suatu akta
otentik, maka ia tidak perlu membuktikan apa-apa. I8iapa yang menyangkal
harus mengadakan pembuktian. Sedangkan di dalsandakiawah tangan kalau
akta itu disangkal kebenarannya, maka orang yamgpeejunakan akta itu harus
diberi beban pembuktian.

Dari hal tersebut diatas, maka dapat kita lihaukg¢kn pembuktian akta di
bawah tangan sangat lemah. Walaupun undang-undamgbeni syarat yang

memungkinkan kekuatan pembuktian akta dibawah tarigaa sama dengan
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kekuatan pembuktian akta otentik, yaitu jika pilyakg lain mengakuinya, namun
dalam kenyataannya pengakuan yang seperti itu gkeiag berupa pembenaran
dalil orang lain) adalah hal yang mustahil dalaskpek.

Kemudahan pembuktian bagi pemegang akta notarik@batidak perlu
membuktikan hal tersebut, karena pihak yang mekdaliyang sebaliknya yang
harus membuktikannya), merupakan alasan mengapa @aétaris tersebut
merupakan akta otentik, terkuat dan terpenuh. Kedn akta notaris tidak perlu
diakui pihak yang lain atau pihak ketiga terlebéhdlu akan kebenarannya. Dari

bentuk luarnya saja akta notaris sudah harus damgtentik.

2.3.6. Hilangnya Otensitas akta Notaris, Batalnya Akta Notaris dan Akibat
Hukumnya

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, aktais)atabagai akta
otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian lalmyidormal, dan materil.
Kekuatan lahiriah akta notaris maksudnya adalahakepuan akta itu sendiri
untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. taAlktentik membuktikan
sendiri keabsahannyéacta publica probant sese ipsa”’Apabila suatu akta
kelihatannya sebagai akta otentik, artinya menasdalkinya dari luar, dari kata-
katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabanumaka akta itu terhadap
setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sadggt dibuktikan bahwa akta
itu adalah tidak otenti Sesuatu akta yang dari luar kelihatannya sebdgai a
otentik, berlaku sebagai akta otentik terhadapapetirang; tanda tangan dari
pejabat yang bersangkutan (notaris diterima sebsaja)’’ Dengan demikian,
penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lalkia notaris sebagai bukan
akta otentik harus dilakukan melalui gugatan kegpéian. Penggugat harus
membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang meafagk gugatan bukan akta
notaris.

Kekuatan pembuktian formal dari suatu akta notaraksudnya adalah

bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakdamdaulisan itu,

*% Tobing,Op.cit,him. 55.

" Ibid., him. 55.
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sebagaimana tercantum dalam akta itu dan selaintul&ebenaran dari apa yang
diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yhlagukan dan disaksikannya di
dalam menjalankan jabatnnya itu. Dalam arti fornsgpanjang mengenai akta
pejabat (ambtelijk akte) akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang
disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan jugakadikan sendiri oleh notaris
sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatafiny

Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran/kepastanggal dari akta
itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam iaktidentitas dari orang-
orang yang hadiicomparanten)demikian juga tempat dimana akta itu dibifat,
dan sepanjang mengenai aktatij, bahwa para pihak ada menerangkan seperti
yang diuraikan dalam akta itu, sedangkan kebendaainketerangan-keterangan
itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak seffliBedangkan untuk akta pejabat
(relaas) kekuatan pembuktian formal suatu aktarisotaembuktikan apa yang
dilihat, disaksikan, di dengar oleh Notaris.

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihaleka harus
dibuktikan dari formalitas akta, yaitu harus mentikdn ketidakbenaran hari,
tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, meniaukketidakbenaran apa
yang dilihat, disaksikan dan di dengar oleh notgquiga harus dapat membuktikan
ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para k pihgang
diberikan/disampaikan di hadapan notaris, dan &kbdnaran tanda tangan para
pihak, saksi, dan notaris ataupun ada prosedur paab akta yang tidak
dilakukan. Dengan kata lain pihak yang mempermhbgala akta tersebut harus
melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal kspermal dari akta
notaris®

Nilai pembuktian material dari suatu akta notarisngandung pengertian

bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pd&anbuylang sah terhadap

®8 |pid., him. 57.
%9 | bid.
€0 | pid.

%1 Habib Adjie,Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indoneggandung : Mandar Maju,
2009), him. 65. Untuk selanjutnya disebut Adjie IlI
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pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang apatchak dan berlaku
untuk umum kecuali ada pembuktian sebaliknya.

Dengan demikian semua keterangan yang terdapadlamdakta notaris
(baik aktapartij maupun aktaelaag harus dianggap benar demikian adanya.
Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dibaknd akta pejabat (atau
berita acara), atau keterangan atau para pihak yhbegrikan/disampaikan
dihadapan notaris (akta pihak) dan para pihak hdinitai benar berkata, yang
kemudian dituangkan/dimuat dalam akta, berlaku gabgiang benar berkata
demikian®?

Dengan demikian isi akta notaris mempunyai kepastabagai yang
sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/diantara pihak dan para ahli waris
serta penerima hak mereka.

Jika akan membuktikan aspek material dari akta,anyakg bersangkutan
harus dapat membuktikan, bahwa notaris tidak meg&em atau menyatakan
yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat), ataa phek yang telah benar
berkata (dihadapan notaris) menjadi tidak benakatar dan harus dilakukan
pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek matienii akta notari§®

Mengenai kekuatan pembuktian lahirian suatu aktaaf¥o terdapat
Yurisprudensi Nomor 702/K/Sip/1973, tanggal 5 Seyter 1973. Mahkamah
Agung menganulir putusan Pengadilan Negeri dan &blag Tinggi, dimana
judex facti sebelumnya dalam putusannya membatalkan suatu Ntaris.
Mahkamah Agung berpendapat, membatalkan akta adidak dapat dibenarkan,
karena pejabat Notaris fungsinya hanya mencatdgtkemuliskan) apa-apa yang
dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yanggmedap notaris tersebut.
Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyeleddgara materil apa-apa (hal-

hal) yang dikemukakan oleh penghadap Notaris tet$&b

%2 1bid., him. 64.
% |bid., him. 65.

% Ibid., him. 66.
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Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, HabBitjie
menyimpulkan bahwa®
1. Akta Notaris tidak dapat dibatalkan
2. Fungsi Notaris hanya mencatatkan/menuliskan apa-gpag
dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yanggmadap
notaris tersebut.
3. Tdak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidi&casa materi
apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghastaphut.

Akta Notaris berisi keterangan, pernyataan, pahakpidan dibuat atas
kehendak atau permintaan para pihak, dan Notarimbuatnya dalam bentuk
yang sudah ditentukan menurut undang-undang. Mextkiaat akta Notaris berarti
secara lahiriah tidak mengakui akta tersebut, dedganikian akta tersebut bukan
akta notaris. Penilaian akta notaris secara |dhivizkan suatu akta notaris, maka
harus dibuktikan dari awal sampai akhir akta netada yang tidak dipenuhi
syrarat mengenai bentuk akta notaris. Jika dapatbuktikan bahwa akta Notaris
tersebut tidak memenuhi syarat sebagai sebuahNaktxis, maka akta tersebut
hanya akan mempunyai nilai pembuktian sebagaidikiawah tangaf’

Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatuangensanksi
terhadap notaris yang membuat akta dengan mengabtaka cara yang diatur
dalam Undang-Undang. Akta yang proses pembuatatiigia memenuhi syarat
yang ditentukan tersebut menurut Pasal 84 Undardphln Jabatan Notaris
menjadi akta yang mempunyai kekuatan pembuktiaragsebakta di bawah
tangan atau menjadi batal demi hukum.

Pasal 84
Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notarishadap ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) hurakal 16 ayat (1) huruf k,
Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasalasal ®1, atau Pasal 52 yang
mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatabyktian sebagai akta di

bawah tangan atau suatu akta menjadi batal deminhudapat menjadi alasan

®® Ibid.

®® Ibid.
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bagi pihak yang menderita kerugian untuk menungnggantian biaya, ganti

rugi,dan Bunga kepada Notaris.

Berdasarkan pasal tersebut diatas memuat aturagaeierikut :

1. Pasal 16 ayat (1) huruf i mengatur tentang pengmimaftar wasiat ke
Daftar Pusat Wasiat.

2. Pasal 16 ayat (1) huruf k mengatur tentang capfstém

3. Pasal 44 mengatur tentang pembacaan dan penaraiataktg.

»

Pasal 48 mengatur tentang pengubahan yang berupampehan,
penggantian atau pencoretan.

Pasal 49 mengatur tentang letak perubahan akta.

Pasal 50 mengatur tentang tata cara perubahan akta.

Pasal 51 mengatur tentang pembetulan kesalahan tuli

© N o O

Pasal 52 mengatur tentang tidak diperkenankan manabita untuk diri

sendiri dan hubungan keluarga.

Secara eksplisit, Pasal 84 Undang-undang Jabatséaridlanenegaskan
bahwa akta-akta yang tidak memenuhi ketentuan dalaelang-undang serta
merta (dengan sendirinya) menjadi berkekuatan pktaou sebagai akta di
bawah tangan atau menjadi batal demi hukum tanpa péuktikan terlebih
dahulu. Akan tetapi, tentunya hal-hal tersebutp@émbuktian di pengadilan,
karena syarat terpenuhinya suatu pembuatan aldaeiu merupakan hak yang
bisa ditafsirkan secara berbeda bagi Notaris daakdain.

Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktianagab akta di
bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhirketn sebagai mana tersebut
dakan pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Pergaita karena :

1. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan

2. Pejabat yang bersangkutan tidak cakap

3. Akta tersebut cacat dalam bentuknya

Namun Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris dak timengatur

dengan jelas, tindakan pelanggaran yang bagainyamg dilakukan oleh notaris
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dalam pembuatan akta) yang tergolong mengakibatida itu berkekuatan
pembuktian di bawah tangan atau menjadi batal teekum.

Habib Adjie menyatakan bahwa untuk menentukan sa&ta notaris
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di basvajan dapat dilihat dan
ditentukan dari®

1. isi (dalam) pasal-pasal tertentu yang menegaskearadangsung jika
Notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang hgkséan
termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktibagse akta di
bawah tangan.

2. jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal ymrgangkutan
sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktianagaelakta di
bawah tangan, maka pasal lainnya yang dikategoriketanggar
menurut pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notansageik ke dalam
akta batal demi hukum.

Sedangkan mengenai batasan mengenai akta Notarg lyatal demi
hukum, Habib Adjei berpendapat perjanjian yangdpat dalam akta tersebut
tidak memenuhi syarat objektif, yaitu suatu haleetu (een bepaald onderwerp)
dan sebab yang tidak dilarateen geoorloofde oorzaaf

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empatsyat
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal;

Unsur kesepakatan dan kecakapan dalam syarat sphrjgajian disebut
sebagai syarat subjektif. Tidak dipenuhinya syauabjektif dalam perjanjian
mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dimintgdeanbatalan.

Sebagai syarat perjanjian disebutkan mengenaienntu yang artinya

bahwa perjanjian tersebut adalah maksud yang dikkthk@ para pihak yang

®7 Adiie 1, Op.cit, him. 206.
%8 bid., him. 203.

%9 Subekti Hukum Perjanjian (Jakarta : Intermasa, 1987), him. 29.
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membuat perjanjian, yang sering juga disebut psesfyarat keempat dalam

sahnya pernjanjian disebutkan causa yang halalsudakausa dalam perjanjian

adalah isi dari perjanjian itu sendiri haruslah gyatiperbolehkan oleh undang-
undang, syarat ketiga dan keempat ini disebut sels@rat objektif, perjanjian
yang tanpa itu perjanjian batal demi hukum.

Setiap orang dapat membuat perjanjian apa sajam#ggenai apa saja,
dan meminta notaris menuangkannya dalam akta btsefianjang perjanjian
dalam akta itu dibuat secara sah dan tidak berigatadengan dengan Undang-
undang, kesusilaan dan ketertiban umum sebagairtgnantum dalam Pasal
1337 KUH Perdata yang berbun{f :

“suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarany ohelang-undang atau apabila

berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertilvami.

Jika melihat kembali pengaturan akta yang notaaisgydiancam dengan
kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangam latal demi hukum
sebagaimana diatur dalam pasal 84 Undang-UndangtaiatNotaris, maka
pengaturan tentang akibat pelanggaran yang dilakoleh notaris, hanya akibat
yang menyebabkan akta notaris menjadi berkekuatarbpktian sebagai akta di
bawah tangan yang diatur dengan eksplisit dalamabgdUndang Jabatan
Notaris. Sedangkan akibat akta menjadi batal derkuim tidak dengan eksplisit
ditemukan rincian pasal-pasal perbuatannya.

Menurut Habib Adjie, ketentuan ketentuan tersebut bdwah ini
dicantumkan dengan tegas dalam pasal-pasal tertdalam Undang-Undang
Jabatan Notaris yang menyebutkan jika dilanggan bletaris, maka akta notaris
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di b&avafan, yaitu **

1. Melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf i, yaitu tidaknmhacakan akta di hadapan
penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2a)darang saksi dan
ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadksgi, slan Notaris;

2. Melanggar ketentuan pasal 16 ayat (7) dan ayayd®) jika notaris pada

akhir akta tidak mencantumkan kalimat bahwa parglpgdap menghendaki

0 |pid., him 339.

" Adjie 1, Op.cit.,him, 207.
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agar akta tidak dibacakan karena penghadap telambawa sendiri,
mengetahui, dan memahami isi akta.
3. Melanggar pasal 41 dengan menunjuk kepada Pas@ghi3%asal 40, yaitu
tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan :
a. Penghadap paling sedikit berumur 18 (delapan b&ds)n atau telah
menikah; dan cakap melakukan perbuatan hukum.
b. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau dipdikeniepadanya oleh
2 (dua) orang aksi pengenal yang berumur palingkisekB (delapan
belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakpddouatan hukum
atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap ainnya.
orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaamateotaris baik
karena perkawinan maupun hubungan darah dalam lggasunan lurus ke
bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derggtl@aam garis ke samping
sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihalkdiri sendiri, maupun
dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantarasa.k
Dari ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notarsebut, maka
menurut Habib Adjie dapat ditafsirkan bahwa ketantketentuan yang tidak
disebutkan dengan tegas akta notaris mempunyaiakekpembuktian sebagai
akta di bawah tangan, maka selain itu termasukkka @otaris yang batal demi
hukum, yaitu ;"2
1. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalaml Résayat (1)
huruf |, yaitu tidak membuat atau mengirimkan dattita wasiat ke
Daftar Pusat Wasiat dalam waktu 5 (lima) hari pad@ygu pertama setiap
bulan berikutnya, termasuk memberitahukan bilanmétmé
2. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalaml A&sayat (1)
huruf k, yaitu tidak nmempunyai cap/stempel yangmog lambang
negara Republik Indonesia dan pada ruang yang gkelimya dituliskan
nama, jabatan, dan tempat kedudukannya.
3. Melanggar ketentuan dalam Pasal 44, yaitu padar aikiia tidak

disebutkan atau dinyatakan dengan tegas mengemgelpgan akta

2 |bid., him. 209
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telah dibacakan ditandatangani oleh setiap penghad&si, dan Notaris,
kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat oiewhkan tanda
tangandengan menyebutkan alasannya.

Melanggar ketentuan dalam pasal 48, yaitu tidak beeikean paraf atau
tidak memberikan tanda pengesahan lain oleh peaghasbksi dan
Notaris atas pengubahan atau penambahan, baikabpemulisan tindih,
penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan nmtinggadengan yang
lain dengan cara berupa penambahan, penggantarpexicoretan.
Melanggar ketentuan dalam Pasal 49, yaitu tidak yelsutkan atas
perubahan akta yang dibuat tidak di sisi kiri akégj untuk perubahan
yang dibuat pada akhir akta, sebelum penutup a@dagan menunjuk
bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lerab@rahan.
Melanggar ketentuan dalam Pasal 50, yaitu tidakakotdan pencoretan
kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukanildam rupa sehingga
tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantuaiasetan jumlah kata,
huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan padakial

Melanggar ketentuan dalam Pasal 51, yaitu tidak pe¢atkan kesalahan
tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada@at® Akta yang telah
ditandatangani dan tidak membuat berita acara rignigembetulan
tersebut dan tidak menyampaikan berita acara pambdersebut kepada

pihak yang tersebut dalam akta.

ta Risalah RUPS Sebagai Relaas Akta

2.4.1. Tinjauan atas Relaas Akta

yaitu:"

G.H.S. Lumban Tobing membagi akta notaris ke dangolongan

1. Akta yang dibuat "oleh”(door) notaris atau yang dinamaké&akta

relaas” atau "akta pejabatlambtelijke akten)

2. akta yang dibuat "dihadapan(ten overstaan)notaris atau yang

dinamakan "aktgartij” (partijk akten)

3 Tobing,Op.cit.,him. 51
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Di dalam aktaPartij, dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan
dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pitaim akta itu, disamping
relaas dari notaris itu sendiri, yang menyatakamaaorang-orang yang hadir itu
telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaiyeama dicantumkan dalam
akta itu.”* Akta-akta yang termasuk kedalam jenis gaij diantaranya adalah
akta yang memuat perjanjian jual beli, perjanjiaw& menyewa, perjanjian utang
piutang.

Akta yang dibuat di hadapdten overstaanhotaris dalam praktik notaris
disebut akta pihak yang berisi uraian atau ketemargfaupun pernyataan para
pihak yang diberikan atau yang diceritakan dihadap®ataris. Para pihak
berkeinginan agar uraian atau keterangannya dikanglalam bentuk akta
Notaris’® Akta notaris yang termasuk kedalam jenis aktaaeeiai adalah Akta
Berita Acara Rapat Umum Perseroan Terbatas.

Dalam Relaas akta, notaris menerangkan/membedktam jabatannya
sebagai Pejabat umum kesaksian membuat akta daraseapa yang dilihat,
disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan oleh pieng hadir dalam rapat.

Perbedaan lebih lanjut antara akta Relaas dan Rt terletak pada
penandatangan minuta akta. Undang-undang menglaarusghwa akta-akta
partij terancam kehilangan otensitasnya jika tidak dadexagani oleh para pihak.
Menurut G.H.S Tobing, aktpartij harus ditandatangani oleh para pihak yang
bersangkutan atau setidak-tidaknya di dalam akiaditerangkan apa yang
menjadi alasan tidak ditanda tanganinya akta i @ihak atau para pihak yang
bersangkuta® Dengan demikian, untuk akpertij penandatangan akta oleh para
pihak merupakan suatu keharusan.

Menurut G.H.S Tobing, penandatanganan akta reéldak menjadi soal
apakah orang-orang yang hadir itu menolak untuk améatangani akta itu.
Apabila misalnya pada pembuatan akta berita acgrat para pemegang saham
dalam persoalan terbatas orang-orang yang hadah tebeninggalkan rapat

sebelum akta itu ditandatangani, maka cukup notaeiserangkan di dalam akta,

" Ibid., him. 52
5 Ibid.

"% Ibid.
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bahwa para yang hadir telah meninggalkan rapatisabmenandatangani akta itu
dan dalam hal ini akta itu tetap merupakan aktatixté’

Menurut Habib Adjie, akta yang dibuat olétoor) notaris dalam praktek
notaris disebut akta relaas atau akta berita agang berisi uraian notaris yang
dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas pera@ntpara pihak agar tindakan
atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituandgi@rdalam bentuk akta
notaris’®

Walau berbeda jenisnya, namun antara pht#ij dan akta relaas terdapat
persamaan. Menurut Habib Adjie baik ag&atij maupun akta relaas mempunyai
persamaan dan ciri dasar dalam pembuatannya, lyartus ada keinginan atau
kehendak(wilsvorming) dan permintaan dari para pihak. Jika keinginan dan
permintaan itu tidak ada, notaris tidak akan merhbkta yang dimaksud. Untuk
memenuhi keinginan dan permintaan para pihak sotiEpat memberikan saran
dengan tetap berpijak pada aturan hukém.

Pembedaan dalam hal penandatangan akta relaasakdarpartij ini
menjadi sangat prinsip, karena akan mempengaruBalaia pembuktian akta.
Terhadap kebenaran isi dari akta relaas atau a{tdgt(ambtelijke akte}idak
dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa aktadélah palsu. Pada akta
partijj dapat digugat isinya, tanpa menuduh akan kepatsaandengan jalan
menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yarsgigkutan ada diuraikan
menurut sesungguhnya dalam akta itu, akan tetaerdmgan itu adalah tidak
benar. Artinya terhadap keterangan yang diberik@adiperkenankan pembuktian
sebaliknya(tegenbewijs§°

Menurut G.H.S.Tobing, dalanpartij akta yang pasti secara otentik
terdapat didalamnya terhadap pihak lain adalah :

1. tanggal dari akta itu
2. tanda tangan - tanda tangan yang ada dalam akta itu

3. identitas dari orang-orang yang ha@iomparanten)

7 bid., him. 53.
8 Adiie 11, Op.cit, him. 32.
9 Ibid., him. 33

8 Tobing,Op.cit, him. 53
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4. bahwa apa yang tercantum dalam akta itu adalalaisgsegan apa yang
diterangkan oleh para penghadap kepada notarisk whtantumkan
dalam akta itu, sedangkan kebenaran dari keterakefanangan itu

sendiri hanya pasti antara pihak-pihak yang betkgaag sendiri.

2.4.2. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Sebagai Relaas Akta

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham adalah catatemgesegala
sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan oleh pesmpat dalam RUPS. Setiap
penyelenggaraan RUPS wajib dibuat Risalah RUPSal&isRUPS ini dapat
dibuat dalam akta notaris maupun akta dibawah tangasalah RUPS yang
dibuat wajib ditandatangani oleh ketua Rapat dalingasedikit satu orang
pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peRiRS. Namun kewajiban
penandatangan Risalah Rapat ini oleh ketua RUPSsalaih satu peserta rapat
tidak berlaku jika risalah RUPS dibuat dengan &ldtaris.
Akta Risalah Rapat Umum Pemegangan Saham atawggaega disebut dengan
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham termasudalieen jenis Relaas
Akta. Sebagai Relaas Akta maka Risalah Rapat UmameBang Saham adalah
akta yang menguraikan secara otentik sesuatu @mdging dilakukan atau suatu
keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaiand menjalankan jabatannya

dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

2.5 Analisa Putusan
2.5.1. Kasus Posisi

Perseroan Terbatas PT. Golden Bird Metro adalahadeperusahaan yang
bergerak dalam bidang jasa transportasi yang bedw@n di Jakarta Pusat.

Salah satu pemegang saham yang mewakili 33,3%sdarruh saham
Perseroan adalah Dokter Mintarsih Abdul Latif yasekaligus juga sebagai
Direktur Utama Perseroan tersebut.

Dokter Mintarsih A. Latief mengajukan gugatan tefda Putut Mahendra,
SH Notaris di Jakarta. Gugatan Dokter MintarsihLAtief selanjutnya disebut
penggugat terhadap Notaris Putut Mahendra didasapeda akta BERITA
ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA PT.
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GOLDEN BIRD METRO, dengan akta Nomor 24, tanggalM&ret 2008 yang
dibuat oleh tergugat.

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa&GRLDEN
BIRD METRO yang dibuat oleh Notaris Putut Mahendn@rupakan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang kedua Kkalingdalhn untuk
membahas materi rapat yang sama, sebelumnya suadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa, namun Rapat Umum Pegn8gaam Luar Biasa
yang Pertama ini tidak memenuhi kuorum sebagainditetapkan dalam UUPT
dan anggaran dasar, sehingga tidak berhak meng&efnitusan yang sah dan
mengikat bagi perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa a quo PTeG8lidd Metro
(untuk selanjutnya disebut Rapat) yang kedua ddangkan pada tanggal 18
Maret 2008. Rapat tersebut dilangsungkan setelamemehi syarat-syarat
pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagainsy@aatdan oleh
Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran.Dasar

Dilaksanakan dengan Agenda Rapat yaitu :
1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesudek@an ketentuan

Undang-undang Nomor 40 tahun 2007

2. Perubahan Pengurus Perseroan
3. Dan hal-hal lain yang dianggap perlu di dalam Rapaium Pemegang

Saham Luar Biasa

Pemanggilan rapat telah dilakukan sesuai dengaenketn dalam
Undang-Undang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Bésalyat (8) UUPT
mengatur bahwa pemanggilan Rapat Umum PemegangnSaddua dan ketiga
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tYjodri sebelum tanggal Rapat
Umum Pemegang Saham kedua atau ketiga dilangsungledaksanaan RUPS
LB pertama pada tanggal 6 Maret 2008, maka Pemiamgdgapat Umum
Pemegang Saham PT. Golden Bird Metro tersebut tehenuhi syarat dengan
jangka waktu 8 (delapan) hari sebelum Rapat Umumegang Saham kedua
diadakan. Pasal 86 ayat (9) UUPT, menyatakan bddRS kedua dan ketiga
dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat Bpulsih) hari dan paling
lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS yanglateuluinya dilangsungkan.
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Dengan demikian, RUPS LB kedua ini telah memenyéiat jangka waktu yang
ditentukan dalam UUPT.

Notaris Putut Mahendra diminta oleh Direksi Peraprontuk membuat

Berita Acara Rapat tersebut.

Rapat pada tanggal 18 Maret 2008 tersebut padangkhdihadiri oleh

seluruh pemegang saham perseroan. Sehingga derggaikiah Rapat bisa

membahas dan mengambil keputusan yang sah dankathggi perseroan.

Dalam gugatannya penggugat memohon kepada Pengaitgeri Jakarta

Pusat agar menjatuhkan putusan :

1.

Menyatakan BATAL terhadap akta Nomor 24, tanggalM&ret 2008
yang dibuat oleh tergugat tentang Berita Acara Rajmaum Pemegang
Saham Luar Biasa Kedua PT. Golden Bird Metro.

Menyatakan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Sahan BRiasa
Kedua PT. Golden Bird Metro tanggal 18 Maret 208Bta Nomor 24,
yang dibuat oleh tergugat adalah cacat hukum.

Menyatakan menurut hukum, Berita Acara Rapat Umuemdgjang
Saham Luar Biasa Kedua PT. Golden Bird Metro dibevk&ta Nomor
24, tanggal 18 Maret 2008, yang dibuat oleh terghg@aya mempunyai
kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

5. Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohondant seadil-adilnya

(ex aequo et bono)

Petitum penggugat tersebut di dasarkan pada ddlilyéing pada intinya adalah :

1. Menurut Penggugat, tergugat tidak bersedia merlesita acara Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT. Goldesh Megtro,

dengan memasukkan perbedaan pendapat yang teradia [saat
pelaksanaan Rapat.

Menurut penggugat, tergugat telah menyalahgunal@avekangan yang
diberikan oleh Undang-Undang sebagai mana diatand#&asal 15 ayat
(1) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu dengan kukéen upaya
rekayasa terhadap peristiwva hukum selama Rapatg ye@mudian

dituangkan dalam Berita Acara Rapat, dimana Befitara tersebut
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menurut penggugat, tergugat telah memanipulasi afiEitta, serta
melakukan kelalaian dalam membuat Berita Acara a@entara sengaja
tidak memasukkan perbedaan pendapat antara perggilg@gan
pemegang saham yang lain selama Rapat berlangseng memanipulasi
dokumen minuta akta yang tidak pernah dibahas d&apat, sehingga
akta Nomor 24, tanggal 18 Maret 2008 yang dibuajuigat adalah cacat
hukum.
. Menurut penggugat, tergugat telah nyata-nyata rmkaki tidak jujur,
kurang seksama, tidak mandiri, telah berpihak dmlakt menjaga
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan mmyleehingga tindakan
tersebut menurut penggugat bertentangan dengan jikawajabatan
tergugat sebagai notaris sebagaimana diatur dalasal @6 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatstaris. Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua Kedua PT.eGdiird
Metro tersebut tidak dipimpin oleh Direktur Utamaer§eroan yaitu
penggugat sendiri, yang sekaligus juga sebagai gemgesaham, padahal
Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Golden Birttdeengatur bahwa
Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktamdt Rapat
tersebut dipimpin oleh Anggota Direksi yang lainal&@n Akta Berita
Acara RUPS LB yang dibuat oleh tergugat, terdapéitriat “berhubung
Direktur Utama perseroan sedang berperkara di MRdaga Jakarta
Selatan, maka berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Uridadgng Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Diréktama tidak
berwenang mewakili perseroan sehingga tidak bemgnaemimpin
Rapat”. Menurut tergugat, hal ini membuktikan bahiwegugat selaku
Notaris telah sengaja tidak netral atau memihala#tepsalah satu pihak,
yang bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huyubridang-Undang
Jabatan Notaris.
. Menurut penggugat, tergugat selaku notaris telaltamggar larangan-
larangan baginya diantaranya :

a. Menerima/memenuhi permintaan dari seseorang unteknbuat

akta yang rancangannya telah disiapkan orang lain.
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Menurut penggugat, rancangan perubahan AnggaranarDas
perseroan telah disiapkan oleh direksi, dan raraateysebut tidak
pernah dibicarakan di RUPS LB, namun tergugat makhas
rancangan tersebut secara bulat-bulat dalam aktdaBacara
RUPS LB.

b. Membiarkan orang lain membuat atau menyuruh oraag |
membuat akta dan menandatangani akta itu sebagdganyak
sendiri, tanpa ia mengetahui/memahami isi akta itu.

Menurut tergugat, Notaris telah menyalin semua héahateri
perubahan anggaran dasar perseroan, menjadi b&tmrberita
acara RUPS LB tanpa dibahas terlebih dahulu dalafSRLB.
Atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajjaveaban. Dalam
eksepsinya tergugat menyatakan gugatan penggugat :
1. Error in persona
Tergugat menyatakan bahwa dirinya sebagai pihandalerkara tersebut,
karenanya gugatan penggugat terhadap tergugatadsieu.
2. Obscuur Libel
Menurut tergugat, dasar hukuifnechtlike grond) dan kejadian atau
peristiwa yang mendasari gugatan yang diajukark fielas, dan atau dasar
gugatan tidak berdasarkan atas dasar fakta, dangaigatan penggugat
tidak konsisten dan terdapat kontradiksi antarég@agngan petitum.
3. Exceptio Temporis
Menurut tergugat, pokok sengketa yang dijadikargketa dalam perkara
tersebut secara hukum tidak pernah ada.
4. Plurium Litis Consortium
Menurut tergugat, penggugat tidak menarik pemegahgm, Direksi, dan
Komisaris sebagai pihak dalam perkataqg sehingga gugatan penggugat
kurang pihak.
Dalam pokok perkara, tergugat menolak seluruh didill penggugat
yang pada intinya sebagai berikut :
1. Menurut tergugat dirinya telah memenuhi dan menjda semua

prosedur hukum dalam pembuatan Akta Berita Rapaturdm
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Pemegang Saham Luar Biasa Kedua Kedua PT. GolddnMgitro

sebagaimana diatur oleh semua ketentuan peratueaindgang-
undangan mengenai perbuatan hukum tersebut, yetiémtian yang
terdapat dalam Undang-Undang Perseroan TerbatasUddang-
Undang Jabatan Notaris, dengan demikian menurgtiget, adalah
tidak benar dalil penggugat yang menyatakan bahwiayd secara
sadar dan sengaja telah melanggar kewajiban pngtesdalam
melaksanakan tugasnya.

Bahwa dalil penggugat yang menyatakan akta yangteBécara
Rapat dibuat tergugat adalah cacat hukum, karelek tmencatat
beda pendapat dalam Berita Acara adalah pendalat keewajiban

tergugat selaku Notaris adalah jelas mencatattpesidfiukum yang
terjadi selama rapat. Beda pendapat bukanlah peishukum,

karena seluruh beda pendapat telah diputuskan daekden
pemungutan suara.

Menurut tergugat, Akta tertanggal 18 Maret 2008€o 24 telah
memenuhi syarat formal, sehingga dari segi fornkilaaotentik
tersebut memiiki nilai kekuatan pembuktian yang gema(volledig

en bindende bewijskracht).

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan, antara pgetgdengan
PT. Golden Bird terdapat sengketa, sehingga bekiasgasal 99
ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, tergetstu Direksi
tidak berwenang mewakili Perseroan, sehingga derdganikian

kedudukan tergugat selaku Direktur Utama Persedbiganti oleh
anggota Direksi yang lain dalam memimpin Rapat UnRemegang

Saham Luar Biasa aquo.

2.5.2. Analisa
Perkara Nomor : 166/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST ini pakl@irnya memang
diputus dengan N@niet Onvankelijk Verklaand gugatan penggugat dinyatakan

tidak dapat diterima. Mejelis Hakim menerima eksepsrgugat tentang

kurangnya pihak dalam gugatgRlurium Litis Consortium
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Dalam pertimbangannya majelis hakim berpendapdtwaamemang
dalam doktrin hukum acara perdata yang menentukak{pihak sebagai
tergugat adalah tergantung pada penggugat, akan tetlihat substansi gugatan
penggugat yang intinya menuntut pembatalan hagiutksan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa yang diputuskan olehpeanagang saham serta
Direksi dan Komisaris maka Majelis berpendapat, weahseandainya ada
kesalahan tergugat selaku Notaris karena tidak memeermintaan penggugat
sebagai pemegang saham dan sekaligus selaku Ditdtama PT. Golden Bird
Metro untuk memberikarcopy notulen hasil rapat rekaman komputer dan
menolak untuk menandatangani beberapa kalimat girtgktang beda pendapat
antara penggugat dengan pemegang saham yang laseigma RUPS LB
berlangsung maka para pemegang saham lainnya Bedksi dan Komisaris
yang mengambil keputusan RUPS LB tersebut harlksitdertakan selaku pihak
dalam gugatan.

Dengan demikian terhadap gugatan penggugat dagakana ini, Majelis
Hakim tidak sampai mempertimbangkan pokok perkageamun dalam tesis ini
penulis akan menganalisa ke dalam pokok perkargatemenganalisa materi
pokok gugatan penggugat.

Pada intinya gugatan penggugat ingin membuktikahwla akta yang
dibuat oleh tergugat batal, penggugat juga meraalilberita acara RUPS LB
tersebut adalah cacat hukum dengan demikan merjathl dan hanya
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di b&avegan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Akta BeritaaABapat Umum
Pemegang Saham merupakan salah satu jenis darR&kéas atau Akta Pejabat.
Akta Relaas menguraikan secara otentik sesuatakiamd yang dilakukan atau
suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan olefrisotang membuat akta itu.

Dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugaatiéotidak bersedia
merubah berita acara Rapat, dengan memasukkan dparbependapat yang
terjadi pada saat pelaksanaan Rapat, Tergugatru=pat bahwa kewajibannya
sebagai notaris adalah mencatat peristiwa hukung yenjadi selama rapat.
Menurut tergugat, beda pendapat bukanlah perigtivkam, karena seluruh beda
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pendapat telah diputuskan berdasarkan hasil pertamgsuara terbanyak.
Terhadap hal ini penulis menganalisis hal tersebbagai berikut :

Dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham, Notaris pumgai
kewajiban untuk mencatat hal atau keadaan yamgdiesglama Rapat. Perbedaan
pendapat yang menyangkut substansi agenda rapatruberenulis adalah hal
atau keadaan yang seharusnya dimuat dalam beata. &@ebagaimana diketahui
bahwa risalah RUPS adalah catatan tentang segalateseyang dibicarakan dan
diputuskan oleh peserta rapat dalam RUPS. Pada ogajndalam akta berita
acara Rapat umum pemegang saham, adanya perbestadapat terhadap setiap
agenda rapat yang akan diputuskan dimuat dalantabacara rapat tersebut,
menyangkut siapa dan besar persentase suara @hagksgtuju dan tidak setuju
terhadap agenda yang akan diputuskan dalam rapémDredaksi berita acara
tersebut, kemudian dijelaskan bahwa dengan sudyaniygak rapat memutuskan
untuk menyetujui usulan yang dipilih dengan suarbanyak dalam rapat. Namun
apabila dalam suatu berita acara rapat, keadadregman pendapat ini tidak
dimuat dalam akta, menurut penulis hal tersebuupaan kelalaian notaris. Di
dalam pokok perkara ini, tergugat mengatakan bedaapat bukanlah peristiwa
hukum, karena seluruh beda pendapat telah diputudlerdasarkan hasil
pemungutan suara terbanyak. Hal ini tidak dapaerdibkan karena dalam
pembuatan berita acara RUPS LB tersebut merupakin ralaas. Akta yang
menguraikan secara otentik sesuatu tindakan ydaguétean atau suatu keadaan
yang dilihat atau disaksikan di dalam menjalankaipajannya sebagai notaris
(pejabat umum). Dengan argumentasi yang sama, maklapenggugat yang
menyatakan bahwa berita acara RUPS LB menjadi dadaim karena notaris
tidak mau mengubah berita acara rapat, tidak miemdiksar hukum. Sebagai
Notaris yang membuat akta relaas, maka notarik tii@aa mengubah atau
memperbaiki berita acara rapat di luar hal-hal yagh terjadi dan diputuskan
dalam RUPS. Dengan demikian, isi dari akta tersdindak dapat digugat
kebenarannya, kecuali digugat dengan alasan baktatersebut adalah akta
palsu.

Mengenai dalil penggugat yang menyatakan tergugjaks notaris telah

melanggar larangan-larangan baginya diantaranya emmea/memenuhi
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permintaan dari seseorang untuk membuat akta yamgangannya telah
disiapkan orang lain dan membiarkan orang lain mexhhtau menyuruh orang
lain membuat akta dan menandatangani akta itu aeb#ttanya sendiri, tanpa ia
mengetahui/memahami isi akta itu, dapat dianabbagai berikut :

RUPS LB yang dilangsungkan salah satu agendangkalagnengubah
Anggaran Dasar Perseroan dan disesuaikan dengaanghithdang Perseroan
Terbatas yang baru, dalam praktik Notariat, terpaflaggaran Dasar Perseroan,
sudah terdapat format tentang anggaran dasar paerseterbatas. Dengan
demikian, adanya draft Anggaran Dasar Perseroarg y@mudian menjadi
Anggaran Dasar Perseroan yang disetujui dalam RLB?&rsebut tidak dapat
diartikan jika Notaris membuat akta yang rancangantibuat oleh orang lain,
karena terhadap anggaran dasar memang sudah agHripa.

Dalil penggugat yang lainnya yang menjadi dasai panggugat untuk
menyatakan akta Berita Acaeaquo adalah batal, cacat hukum dan karenanya
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di baaapan adalah dalil
penggugat yang menyatakan bahwa menurut penggteygtigat telah nyata-
nyata bertindak tidak jujur, kurang seksama, tidakndiri, telah berpihak dan
tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dapembuatan hukum, sehingga
tindakan tersebut menurut penggugat bertentangagade kewajiban jabatan
tergugat sebagai notaris. Dalil ini didasarkan peslayataan dalam Rapat, bahwa
yang memimpin Rapat adalah anggota Direksi yang, lAukan penggugat
sebagai Direktur Utama Perseroan.

Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan menbatwa Rapat
Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utanzan dpabila Direktur
Utama berhalangan maka rapat dipimpin oleh salainasg direktur. Namun
dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, yangnmpemRapat adalah
direktur yang lain, bukan penggugat selaku Direkitama perseroan, walaupun
Direktur Utama perseroan tersebut ada dan hadindedpat.

Tergugat beralasan, bahwa RUPS LB tersebut dipingpet Direktur
perseroan yang lain (bukan direktur utama) didasangada kenyataan bahwa
penggugat dalam kedudukannya selaku Direksi masitbdat sengketa dengan

perseroan di pengadilan. Berdasarkan penetapanaéitang Jakarta Selatan
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Nomor : 90/Pdt.P/2007/PN.Jak.Sel, tanggal 9 Mei 720penggugat selaku
pemegang saham dan Direktur Utama Perseroan tedalgajukan permohonan
kepada pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan lgamanaudit) terhadap
perseroan, atas penetapan pengadilan tersebuergeamskemudian mengajukan
gugatan perlawanan kepada penggugat sebagaimamsapu®engadilan Negeri
Jakarta Selatan Nomor : 706/Pdt.G/2007/PN.Jaki&edigal 24 September 2007
yang pada pokoknya memutuskan bahwa penggugaMibtarsin Abdul Latif)
telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan P#agadakarta Selatan
kemudian memutuskan untuk menyatakan menurut huRenetapan Pengadilan
Jakarta Selatan Nomor : 90/Pdt.P/2007/PN.Jak.8ek tmempunyai kekuatan
hukum.

Tergugat menyatakan, bahwa dasar hukum yang mebokabaRapat
dipimpin oleh anggota direksi yang lain (bukan Rite Utama) adalah Pasal 99
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persé@rediatas.

Pasal 99
(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili pecser apabila :
a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroanaseagggota direksi yang
bersangkutan.
b. anggota direksi yang bersangkutan mempunyai bemtlkepentingan
degan perseroan.

Alasan tergugat (notaris) tersebut yang menyatddediwa karena status
sengketa antara Direktur dan Perseroan tersebdéngkan menurut ketentuan
yang berlaku yaitu pasal 99 Undang-Undang PerseFedmatas, Direktur Utama
menjadi tidak berwenang mewakili perseroan.

Pasal 1 angka (5) dari UUPT, Direksi adalah organsgroan yang
berwenang dan bertanggung jawab penuh atas peagumperseroan untuk
kepentingan perseroan dan tujuan perseroan semakiieperseroan, baik di
dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengantketeanggaran dasar.

Kewenangan Direksi Perseroan dalam mewakili peasetaak bersifat
mutlak, namun dibatasi oleh undang-undang dan a&aggdasar perseroan,
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undangrBans Terbatas yang
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menyatakan bahwa “terhadap perseroan berlaku UnAdadgng ini, anggaran
dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perunchaaggan lainnya”.

Adanya fakta hukum, bahwa penggugat selaku Dirddtama perseroan
sedang berperkara dengan perseroan yang dibuktikagan adanya putusan
pengadilan menjadi dasar hukum ketentuan pasaly@® (&) Undang-Undang
Perseroan, sehinggga Direktur Utama (sebagai badem Direksi) tidak
berwenang mewakili perseroan.

Namun yang menjadi permasalahan adalah apakah &egeam
memimpin RUPS yang diatur anggaran dasar persenoamadi wewenang
Direktur Utama, juga termasuk dalam wilayah “tindaknewakili perseroan”.

Pasal 98 Undang-Undang Perseroan menyatakan bahwa :

Pasal 98

1. Direksi mewakili perseroan baik di dalam mauputudr pengadilan.

2. Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari (1)ang, yang berwenang
mewakili perseroan adalah setiap anggota direkstudi ditentukan lain
dalam anggaran dasar.

3. kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan sebagandimaksud pada
ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersy&edtpali ditentukan lain
dalam Undang-Undang ini, Anggaran Dasar, atau kesamtRUPS.

Kewenangan Direksi mewakili perseroan di dalam dialmar pengadilan
merupakan wujud hubungafiduciary duty antara perseroan dengan direksi.

Direksi diberikan kewenangan untuk melakukan tirmslagengurusan yang legal,

maksudnya adalah tindakan yang dilakukan direksisheesuai dengan ketentuan

anggaran dasar atau peraturan lain yang berlakwhpkejujuran dan dilandasi
itikad baik, serta untuk sepenuhnya kepentingarsguean sehingga semua
tindakan direksi untuk dan atas nama perseroaraladah. Dalam hal tindakan
yang dilakukan direksi bukan merupakan tindakargysah bagi perseroan maka
direksi dapat terancam bertanggung jawab sepenulsegara pribadi atas
kerugian yang ditimbulkan akibat tindakannya.

Kewenangan tentang siapa yang memimpin RUPS tidatirddengan

tegas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, tkateryang mengatur

Universitas Indonesia

Peranan notaris..., Rafika Arifina Dalimunthe, FH Ul, 2011.



71

tentang siapa yang berwenang memimpin RUPS inirah&an sepenuhnya
kepada Anggaran Dasar. Dalam Perseroan Terbatasituer biasanya
kewenangan memimpin RUPS diberikan kepada Direksidangkan pada
perusahaan terbuka (Tbk) kewenangan memimpin RUBSrikhn kepada
Komisaris. Perbuatan memimpin RUPS dengan demikiakan bagian dari
tindakan pengurusan perseroan, karena bisa dilakaanoleh direksi atau
komisaris atau bahkan pemegang saham, tergantyragi&eengaturannya dalam
Anggaran Dasar Perseroan. Jika perbuatan meminiginnaenjadi ketua RUPS
merupakan bagian tindakan pengurusan perseroana mak tersebut secara
eksklusif merupakan domain dari Direksi. Dari haisebut, penulis berpendapat
bahwa kewenangan memimpin RUPS ini bukanlah kewgaranmewakili
perseroan dalam pengurusan perseroan sebagainmaaiesdd dalam 98 dan pasal
99 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Dengan demikian Rapat Umum Pemegang Saham Luaa Biedua PT.
Golden Bird Metro tersebut dipimpin orang (direkging tidak berwenang untuk
memimpin rapat itu, karena Direktur Utama sesugganan dasar masih ada, dan
paling berwenang memimpin rapat tersebut.

Selanjutnya akan dianalisa akibat hukum terhad#pBérita Acara RUPS
LB tersebut atau apakah akta RUPS LB tersebut rebgdal, atau cacat hukum
dan memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta diabetangan.

Sebagaimana diketahui akta notaris sebagai aktatilotanemiliki
kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan matetihtuk menyatakan suatu akta
notaris tidak sah, maka harus dibuktikan ketida#hhs dari aspek lahiriah,
formal, dan materil akta notaris. Jika tidak dapdiuktikan maka akta yang
bersangkutan tetap sah dan mengikat para pihak siapapun yang
berkepentingan terhadap akta tersebut. Hal iniasedengan penjelasan umum
Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan baktaanotaris sebagai alat
bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa ydimgatakan dalam akta notaris
harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingapati membuktikan hal
sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidaeggadilan.

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur ketententang akta

yang cacat hukum. Pasal 84 Undang-Undang JabatteridNonengatur akibat
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hukum terhadap suatu akta Notaris yang dalam petatmyga tidak memenuhi
ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang. atkhukum yang diatur
dalam Pasal 84 adalah berupa akta yang bersangka¢ampunyai kekuatan
pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau detal hukum.

Sebagaimana disebut sebelumnya, dalam Undang-Urldgdragan Notaris
batasan tentang pelanggaran atas ketentuan dalagangiindang yang
menyebabkan suatu akta mempunyai kekuatan pembuddlzagai akta di bawah
tangan diatur dengan tegas, sedangkan mengenagpealan terhadap ketentuan
dalam undang-undang yang menyebabkan akta batalhddwm tidak ditemukan
pengaturannya secara eksplisit.

Berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Ndt@msukan bahwa :
a. Pelanggaran ketentuan yang menyebabkan akta not@ngpunyai kekuatan

pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

1. Pasal 16 ayat (1) huruf | dan pasal 16 ayat (7) (@aryang termasuk
dalam cacat bentuk akta notaris.

2. Pasal 41 yang merujuk pada 39 dan Pasal 40 berkdéagan aspek
subjektif sahnya akta notaris, yaitu cakap bertngla untuk melakukan
suatu perbuatan hukum.

3. Pasal 52 termasuk ke dalam tidak berwenangnya gtejabum yang
bersangkutan, artinya ada penghalan bagi notartigkumenjalankan
kewenangannya.

b. Pelanggaran ketentuan yang menyebabkan akta notarigadi batal demi
hukum.

1. Pasal 16 ayat (1) huruf i mengatur tentang pengmimaftar wasiat ke
Daftar Pusat Wasiat.

2. Pasal 16 ayat (1) huruf k mengatur tentang capfsteém

3. Pasal 44 mengatur tentang pembacaan dan penanalatztg.

4. Pasal 48 mengatur tentang pengubahan yang berupampeahan,
penggantian atau pencoretan.

5. Pasal 49 mengatur tentang letak perubahan akta.

6. Pasal 50 mengatur tentang tata cara perubahan akta.

7. Pasal 51 mengatur tentang pembetulan kesalahan tuli
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Jika dilihat dengan seksama, maka pasal-pasal yhlagggar yang
menyebabkan ancaman akta yang dibuat notaris meygéal demi hukum pada
hakikatnya adalah pasal-pasal yang mengatur tehki@angjiban administratif dan
teknis notaris dalam menjalankan tugasnya. Jikakdihgkan dengan ketentuan
dalam Pasal 1320, Pasal 1335, Pasal 1336, dan F2a®alKUH Perdata, batal
demi hukumnya suatu perjanjian adalah dikarenaldak tterpenuhinya syarat
objektif suatu perjanjian. Syarat objektif suatujaian adalah berupa :

a. Suatu hal tertentu;

b.Suatu sebab yang halal.
tidak dipenuhinya syarat objektif ini (hal terterdan sebab yang halal) dalam
suatu akta notaris, khususnya dalam kasus ini @té@as berupa Berita Acara
RUPS LB menjadi suatu yang tidak mungkin. KarensaNs tidak akan membuat
akta yang tidak ada obyeknya dan mengenai sesaaigacyang dilarang oleh
undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Dari hal tersebut diatas, maka terhadap Berita AEUJPS LB tersebut
dengan berpedoman kepada Undang-undang JabatanrisNoteka dari
kenyataan-kenyataan yuridis dan bukti yang terdaygééma berlangsungnya
RUPS LB, tidaklah tepat jika didalilkan akta Berie@ara RUPS LB tersebut
cacat hukum atau batal demi hukum dan mempunyaudtek pembuktian di
bawah tangan hanya karena pihak yang memimpin gidRlIDPS LB adalah
direksi yang lain, bukan Direktur Utama.

RUPS LB vyang dipimpin oleh Direksi yang lain dengan
mengesampingkan kewenangan Direktur Utama untuk impim RUPS LB
sesuai ketentuan dalam anggaran dasar menyebakkB® RB dipimpin oleh
orang yang tidak berwenang atau cakap untuk metakugerbuatan itu.
Ketidakcakapan seseorang untuk melakukan suatwat@r menyebabkan tidak
terpenuhinya syarat subjektif suatu perjanjian. t$ugerjanjian yang tidak
memenuhi syarat subjektif (unsur sepakat dan k@eakamenyebabkan suatu

perjanjian dapat dibatalkan.

Universitas Indonesia

Peranan notaris..., Rafika Arifina Dalimunthe, FH Ul, 2011.



74

BAB I
PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS
LB) aquo PT. Golden Bird Metro telah sesuai dengan ketentuan dalam

Undang-Undang Perseroan Terbatas.

a

Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa a quo telah
dilakukan pemanggilan dalam cara dan waktu yang sesuai
dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Panggilan Rapat
dilakukan oleh Direksi pada tanggal 10 Maret 2008, dan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa kedua dilaksanakan pada
tanggal 18 Maret 2008. Berdasarkan Pasal 86 ayat (8) Undang-
Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
mengatur bahwa pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham
kedua diadakan atau ketiga dilangsungkan. Dilihat dari
pelaksanaan RUPS LB pertama padatanggal 6 Maret 2008, maka
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Golden Bird
Metro tersebut telah memenuhi syarat dengan jangka waktu 8
(delapan) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua
diadakan. Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas,
menyatakan bahwa RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam
jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21
(duapuluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya
dilangsungkan. Dengan demikian, terhitung dari pelaksanaan
Rapat Umum Pemegang Saham pertama maka RUPS LB kedua
ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan
Terbatas. Seluruh pemegang saham dengan suara sah telah hadir
dalam rapat dan mengambil keputusan sah dan mengikat,
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sebagaimana dimaksud Pasa 88 ayat (3) sah dan berhak
mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga per
lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir
atau diwakili dadam RUPS dan keputusan adalah sah jika
disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah
suara yang dikeluarkan.

b. Akan tetapi, pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (RUPS LB) a quo tersebut diadakan yang bertindak
sebaga pimpinan Rapat adalah Direks (bukan Direktur Utama),
Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar perseroan mengatur bahwa
Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama,
tetapi apabila Direktur Utama berhalangan maka rapat dipimpin
oleh salah seorang Direktur. Adanya ketentuan dalam pasa 99
Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur Anggota
Direks tidak berwenang mewakili perseroan apabila terjadi
perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota direksi
yang bersangkutan, bukan menjadi penghalang Direktur Utama
PT. Golden Bird Metro untuk memimpin Rapat Umum
Pemegang Saham, karena penulis berpendapat bahwa ketentuan
daam Pasal 99 Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak
berhubungan dengan fiduciary duty Direks terhadap pengurusan
Perseroan, sedangkan perbuatan hukum memimpin Rapat Umum
Pemegang Saham tidak termasuk tindakan hukum pengurusan
perseoran. Dengan demikian, Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa PT. Golden Bird Metro yang rapatnya dipimpin oleh
anggota Direks lain (bukan Direktur Utama) telah melanggar
Anggaran Dasar Perseroan. Namun demikian, akta Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak dengan otomatis
menjadi batal demi hukum. Tetapi oleh pihak yang
berkepentingan dapat dimintakan pembatal annya ke pengadilan.
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2. Peran Notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS PT. Golden Bird
Metro adalah membuat akta Risalah dari apa yang terjadi selama Rapat
Umum Pemegang Saham dilaksanakan termasuk  memberi
pertimbangan dan penafsiran hukum terhadap sigpa yang sah dan
berwenang memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
tersebut. Dalam ha pembuatan akta berita acara rapat notaris
menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu
keadaan yang dilihat atau disaksikannya selama rapat berlangsung. Di
dalam akta akan dituangkan segala sesuatu yang dibicarakan dan
diputuskan dalam rapat sehingga Berita Acara RUPS LB tersebut sah
dan mengikat.

3.2. Saran

Pada pelaksanaan dan pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham, Notaris hendaknya hati-hati dalam menafsirkan suatu peristiwa hukum
apakah sesuai atau bertentangan dengan undang-undang dan Anggaran Dasar
Perseroan. Notaris harus berani menolak apabila pelaksanaannya tidak sesual
dengan ketentuan tersebut. Kesalahan dalam penafsiran dan penerapan isi
Undang-Undang dan Anggaran Dasar dapat menyebabkan akta Berita Acara
Rapat Umum Pemegang Saham digugat di Pengadilan.
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